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.  PENDAHULUAN bagi BPR. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank memiliki
tahapan tata kelola sebagai berikut:

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi landasan yang kuat

untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis dan persaingEGE
usaha yang semakin kompetitif, sehingga kepercaya; KEOLA HETERAREA
seluruh nasabah serta para pemangku kepentingan dz Tahapan Pra | a. Membangun awareness terhadap penerapan ta

semakin terpelihara dan meningkat. Implementasi kelola daritop managemertinggalevelpaling bawah
melalui pelatihan/sosialisasi yang berkesinambung

.1 Komitmen Terhadap Tata Kelola Perusahaan yang - Menumbuhkan komitmen ~ manajemen  dal
Baik penerapan tata kelola secara menyeluruh pada s

lini organisasi.
] Meningkatkan budaya kepatuhan dan disig
PT. BPR Indra Candra senantiasa berusaha untuk mengel terhada nilai-nilai perusahaa

setiap resiko melalui pengawasan dan pengendalian imter ITahIapant _ : If‘?”IVUSU“a” SOP terkait dengan pelaksanaan
. . . . mplementasi elola.
yang efektif sebagai bagian dari pelaksanaan dan penera . Pemahaman dan sosialisasi tata kelola perusahaa
tata kelola. _ o _ Melaksanakan penerapan tata kelola perusal
PT. BPR Indra Candra juga memiliki komitmen yang secar berkesinambungsa

tinggi dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang b Uizl . Evaluasi kinerja perusahaan.

secara konsisten sejalan dengan keyakinan bahwa tata ke Monitoring . Penyempurnaan sistem, kebijakan dan prosedur
. A dan Evaluasi kelola perusahaan

peru_sahaan yang ba|k_ menjadi |ar_‘da'3an yang kl-_lat unt Pelatihan dan sosialisasi SOP, juklak, dan keten

menjawab perubahan lingkungan bisnis dan persaingann: internal atau eksternal lainnya, serta tata

sekaligus mempertahankan keunggulan dan perkembang pelaksanaannya.

bank secara sehat dan berkesinambungan, sehingga d:

memenuhi kebutuhan seluruh nasabahnya.

. Melaksanakan penilaian sendirse{f assessmen
terhadap pelaksanaan tata kelola, serta penyus
laporanself assessmepelaksanaan tata kelola.

.2 Prinsip-Prinsip Tata Kelola

I.4 Dasar-Dasar Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola
PT. BPR Indra Candra sebagai lembaga intermediasi harus
memastikan bahwa seluruh bagian dalam perusahaan teldhl. BPR Indra Candra menerapkan praktik tata kelola dengan
mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola denganberpedoman pada:

benar, yakni:

PRINSIP TATA
Keterbukaan/ a. Bank memberikan informasi tentang visi, mi
Transparency sasaran mutu, kondisi keuangan, susu
pengurus, pengelolaan resiko, sistem pengaw3
dan pengendaliamtern.
. Bank mengungkapkan informasi secara te

waktu, memadai, jelas, akurat dan

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor
4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi
Bank Perkreditan Rakyat.

2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor
5/SEQJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi
Bank Perkreditan Rakyat.

3. Praktik-praktik terbaik di industri perbankan.

diperbandingkan, serta dapat diketahui oleh pih
pihak yang berkepentingan

Prinsip keterbukaan yang diterapkan
memperhatikan rahasia bank, rahasia jabatan,
hak-hak pribadi sesuai ketentuan yang berlaku.

. Kebijakan bank harus tertulis

dikomunikasikan kepada pihak-pihak

Peraturan-peraturan di atas tersebut menjadi landasan
bagi bank terutama dalam penerapan prinsip transparansi
(transparency, akuntabilitas dccountability,
pertanggungjawaban responsibility, independensi
(independengy dan kewajaran féirnesy untuk setiap
kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi.

berkepentingan.

Bank meyakini bahwa seluruh bagian dalam bd
memiliki kompetensi sesuai tugas dan tangg
jawabnya, dan secara sadar memahami pera
dalanm implementas tate kelola

Bank berpegang erat terhadap prinsip kehati-ha
(prudential bankiny serta menjamin kepatuha
terhadap ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas/
Accountability

I.5 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Laporan pelaksanaan tata kelola ini meliputi transparansi
struktur tata kelola, kesimpulan umum hasdlf assessment
pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Indra Candra serta
pengungkapan hal-hal penting lainnya yang diperlukan oleh
para stakeholders dengan mengacu pada ketentuan OJK
mengenai Pelaksanaan Tata Kelola bagi BPR.

Tanggung
Jawab/
Responsibili

a. Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak
stakeholdersyang timbul berdasarkan perjanjig
dan peraturan perundang-undangan yang berlal

. Bank memberikan kesempatan kepd 1.
stakeholders untuk memberikan masukan

Kewajaran/
Fairness

KEBIJAKAN DAN STRUKTUR TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK

I.3 Implementasi Tata Kelola PT. BPR Indra Candra II.1 Kebijakan Tata Kelola

PT. BPR Indra Candra berkomitmen penuh menerapkan tata

PT. BPR Indra Candra berkomitmen untuk terus melakuka : " S
. elola di seluruh jenjang organisasi dengan berpedomaa pad
penyempurnaan praktik tata kelola dengan mengacu kepadg

praktik-praktik tata kelola terbaik dari perusahaan nasio erbagali ket(_entgan dan persyaratan terkait pelaksansan ta
, : kelola yang diwujudkan dalam:
dan juga ketentuan POJK mengenai penerapan Tata Kelola
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1. Komposisi Direksi dan pelaksanaan tugas serta tanggu
jawab Direksi

2.
serta tanggung jawab Dewan Komisaris

3.

4. Penanganan benturan kepentingan

5. Penerapan fungsi kepatuhan (SPPK), audit intern
(SKAI), dan audit eksternal

6. Penerapan manajemen resiko termasuk
pengendalian internal

7. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

8. Rencana Bisnis BPR

9. Tranparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank

10. Penetapan visi dan misi perusahaan

11. Melaksanakaself assessmeatas penerapan tata kelola
sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuang
nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelo
Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

[1.2 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASEPT. BPR INDRA CANDRA

11.3 Struktur Tata Kelola Perusahaan

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tente
Perseroan Terbatas, organ perusahaan terdiri dari RUF
Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki wewenang dai
tanggung jawab jelas sesuai fungsi masing-masing.

Struktur Tata Kelola perusahaan dibuat untuk penerapi
check and balancesistem pengendalian internal yang baik
serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jel:
Struktur tata kelola PT. BPR Indra Candra terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2. Dewan Komisaris

3. Direksi

4. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu:

a. Komite Audit

b. Komite Pemantau Risiko
Komite yang membantu pelaksanaan tugas Direks
yaitu:

a. Komite Manajemen Risiko
Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
Satuan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas (SPPK
Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
APU-PPT

©o~No

lll. PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA

KELOLA PERUSAHAAN

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Indra Candra 2020

nfl.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Komposisi Dewan Komisaris dan pelaksanaan tugasRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ

tertinggi di PT. BPR Indra Candra yang memegang seluruh

Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite otoritas yang tidak dapat dilimpahkan kepada Dewan

Komisaris ataupun Direksi. Pelaksanaan Rapat Umum
aPemegang Saham diadakan di Kantor Pusat PT. BPR Indra
Candra, JI. Pramuka 10 Singaraja. Selama tahun 2020, telah

sistentdlilaksanakan 8 kali RUPS Luar Biasa dan 1 kali RUPS

dengan keputusan sebagai berikut:

TANGGAL KEPUTUSAN

11 Februari | a. Menerima pertanggungjawaban Direksi sesuai de
2020 Laporan Tahunan yang diserahkan dan menyetujui
finansial yang dituangkan dalam Neraca dan Lapo
Laba Rugi tahun 2019.

. Pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Bank ya
1. Dengan berakhirnya masa jabatan pengurus
Februari 2020 sesuai RUPS tanggal 12 Februari 2
dan Akta Perusahaan tanggal 5 Maret 2015 maka:
a. Memberhentikan dengan hormat Ibu Fransi
Amelia Mulyadi sebagai Komisaris Utam
efektif sejak mendapatkan persetujuan OJK
. Mengangkat Bapak Handik Widiarta sebag
calon Komisaris Utama, efektif seja
mendapatkan persetujuan OJK
. Memberhentikan dengan hormat Bapak Ke
Wiratjana sebagai Direktur Utama, efektif sej
mendapatkan persetujuan OJK
. Mengangkat Ibu Fransisca Amelia Mulya
sebagai calon Direktur Utama, efektif sej;
mendapatkan persetujuan OJK
. Memperpanjang pengangkatan kembali
Kadek Sri Wintari sebagai Direktur Operasional
. Memberhentikan dengan hormat Ibu Erlyn Hartd
sebagai Komisaris Independen dan sesuai de|
RUPSLB tanggal 19 Desember 2019 mengangkat
Willya Verdiana Wasita sebagai calon Komisal
Independen
. Mengangkat Ibu Vevy Indrawaty sebagai calon W4
Direktur Utama
Segera menggunakan keputusan RUPS ini ke Ka
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali seg
aturan yang berlaku
. Komposisi susunan pengurus PT. BPR Indra Cal
tahun 2020 sebagai berikut:
Dewan Komisaris
1. Komisaris Utama: Handik Widiarta
2. Komisaris Independen: Soegeng Notodihardjo
3. Komisaris Independen: Willya Verdiana Wasitg
Dewan Direksi:
1. Direktur Utama: Fransisca Amelia Mulyadi
2. Direktur Operasional: Kadek Sri Wintari
3. Direktur Kepatuhan: Luh Budiasih
4. Direktur Bisnis: Luh Putu Eka Suryani
c. Peserta RUPS:
Pemegang Saham
1. Pemegang Saham
2. Pemegang Saham
3. Pemegang Saham
4. Pemegang Saham
5. Pemegang Saham
Dewan Komisaris
1. Komisaris Utama: Fransisca Amelia Mulyadi
2. Komisaris Independen: Soegeng Notodihardjo
3. Komisaris Independen: Erlyn Hartoko
Dewan Direksi:
1. Direktur Utama: Ketut Wiratjana
2. Direktur Operasional: Kadek Sri Wintari
3. Direktur Kepatuhan: Luh Budiasih
4. Direktur Bisnis: Luh Putu Eka Suryani

a. Menyetujui penggunaan jasa dari Akuntan Publik (
Kantor Akuntan Publik Indra Wiguna Marathanu, CH
untuk audit kaji ulang terhadap pelaksanaan fungsi a
interr tahur 2017 2018 201¢di PT. BPR Indrg Candrs

: Sherly Lindawati

: Lanny Polehwidhi
: Irene Widiani

: Hendri Widiarta

: Handik Widiarta

24 Februari
2020

Page4 of 30



TANGGAL

KEPUTUSAN

TANGGAL

KEPUTUSAN

b. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk mempersiag
segala sesuatu tanpa ada yang dikecualikan
terlaksananya audit dengan baik.

c. Peserta RUPS Luar Biasa:

Pemegang Saham
Pemegang Saham: Sherly Lindawati
Pemegang Saham: Lanny Polehwidhi
Pemegang Saham: Irene Widiani
Pemegang Saham: Hendri Widiarta
Pemegang Saham: Handik Widiarta

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama: Fransisca Amelia Mulyadi

2. Komisaris Independen: Soegeng Notodihardjo

3. Komisaris Independen: Erlyn Hartoko

Dewan Direksi:

1. Direktur Utama: Ketut Wiratjana

2. Direktur Operasional: Kadek Sri Wintari

3. Direktur Kepatuhan: Luh Budiasih

4. Direktur Bisnis Luh Putt Eks Suryan

12 Maret
2020

a. Memberhentikan dengan hormat Komisaris Indepe
Ibu Erlyn Hartoko, efektif Senin, 16 Maret 2020.

. Menetapkan dan menyetujui pengangkatan Komig
Independen Ibu Willya Verdiana Wasita, efektif Sen|
16 Maret 2020 dengan masa jabatan sejak 16 Maret 4
sampai dengan 16 Maret 2025
Segera melaporkan pengangkatan Komisaris Indepe
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi
sesuai aturan yang berlaku

. Mengubah komposisi susunan pengurus PT BPR |
Candra tahun 2020 sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
1. Komisaris Utama: Fransisca Amelia Mulyadi
2. Komisaris Independen: Soegeng Notodihardjo
3. Komisaris Independen: Willya Verdiana Wasita
Dewan Direksi:
1. Direktur Utama: Ketut Wiratjana
2. Direktur Operasional: Kadek Sri Wintari
3. Direktur Kepatuhan: Luh Budiasih
4. Direktur Bisnis: Luh Putu Eka Suryani
Memberikan kuasa kepada Direktur Operasional u
mewakili perseroan dalam segala tindakan mengs
pengurusan sehubungan dengan perubahan atas
Perseroan dan untuk mengajukan serta menandata
semua permohonan dan dokumen lainnya di had
notaris dan instansi yang berwenang lainnya s
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan
Peserta RUPS Luar Biasa:
Pemegang Saham
Pemegang Saham: Sherly Lindawati
Pemegang Saham: Lanny Polehwidhi
Pemegang Saham: Irene Widiani
Pemegang Saham: Hendri Widiarta
Pemegang Saham: Handik Widiarta
Dewan Komisaris
1. Komisaris Utama: Fransisca Amelia Mulyadi
2. Komisaris Independen: Soegeng Notodihardjo
3. Komisaris Independen: Erlyn Hartoko
Dewan Direksi:
1. Direktur Utama: Ketut Wiratjana
2. Direktur Operasional: Kadek Sri Wintari
3. Direktur Kepatuhan: Luh Budiasih
4. Direktur Bisnis Luh Putt Eka Suryan

13 Juli 2020

. Menetapkan dan menyetujui Direktur Utama yg
saudari Kadek Sri Wintari.
Masa jabatan Direktur Utama berlangsung hing
pengajuan Direktur Utama yang baru disetujui oleh O.
Segera ajukan ke Kantor OJK Provinsi Bali
Merubah komposisi Susunan Pengurus PT. BPR |
Candra beserta periode masa jabatannya menjadi se

berikut:

Dewan Komisatris:

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Indra Candra 2020

Nama Jabatan Masa Jabatan

12 Februari 2020 -
12 Februari 2025

Fransisca Amelia

Mulyadi, M.Sc Komisaris Utama

13 Januari 2017 -
13 Januari 2022

Komisaris
Independen

F.X. Soegeng
Notodihardjo

Komisaris Maret 2020 - Maret

Willya Verdiana Wasita Independen

Dewan Direksi:

Nama Jabatan Masa Jabatan

Sampai dengan prose:
pengajuan Dirut baru
disetuju

Kadek Sri Wintarai Direktur Utama

12 Februari 2020 -

Kadek Sri Wintari 12 Februari 2025

Direktur Operasional

13 Januari 2017 -

Luh Budiasih 13 Januari 2022

Direktur Kepatuhan

2 September 2019 -

Direktur Bisnis 2 September 2024

Luh Putu Eka Suryani

e. Peserta RUPS Luar Biasa:
Pemegang Saham
1. Pemegang Saham: Sherly Lindawati
2. Pemegang Saham: Lanny Polehwidhi
3. Pemegang Saham: Irene Widiani
4. Pemegang Saham: Hendri Widiarta
5. Pemegang Saham: Handik Widiarta
Dewan Komisaris
1. Komisaris Utama: Fransisca Amelia Mulyadi
2. Komisaris Independen: Soegeng Notodihardjo
3. Komisaris Independen: Willya Verdiana Wasita
Dewan Direksi:
1. Direktur Utama: Ketut Wiratjana
2. Direktur Operasional: Kadek Sri Wintari
3. Direktur Kepatuhan: Luh Budiasih
4. Direktur Bisnis Luh Putt Eka Suryan

14 Juli 2020

a. Menetapkan dan menyetujui pengambilan laba tahun
untuk deviden Pemegang Saham sebesar

5.400.000.000,-. (setelah potong PPH 10%) dan dite
Pemegang Saham sesuai dengan komposisi saham.

. Menetapkan dan menyetujui remunerasi pengurus
tahun 2020:

Tunjang
an
NELEIEY]
/bulan
(dalam
ribuan
Rp)

NETEY
Pengurus
Bank

Jabatan

(Periode) Fasilitas

Komisaris
Utama
(2020: 2025
Komisaris
Independen
(2017- 2022
Komisaris
Independen
(2020 2025

Direktur
Utama (hingga
30 Juli 2020)

Direktur
Utama
(Agustus 2020
- Agustus
2021
Direktur
Operasional
(2020-2025)
Direktur
L Kepatuhan
Budiasih (2011- 2022
Luh Putu Direktur
Eka Bisnis

Fransisca
Amelia
Mulyadi
Soegeng

Notodi
hardjc
Willya

Verdiana

Wasite

7.500

Mobil
Toyota Vios
(2014) dan

sopir

Ketut
Wiratjana

Kadek Sri
Wintari

Kadek Sri
Wintari

Luh

Suryani (2019-2024)

c. Segera ajukan ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan ((
Provinsi Bali sesuai aturan yang berlaku.
Komposisi susunan pengurus PT. BPR Indra Ca
beserta periode masa jabatannya menjadi seb
berikut:

Dewan Komisaris:
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TANGGAL

KEPUTUSAN

TANGGAL

KEPUTUSAN

Nama

Jabatan

Masa Jabatan

Fransisca Amelia

12 Februari 2020 -

e UENTE 12 Februari 2025

13 Januari 2017 -
13 Januari 2022
Maret 2020 - Maret

Mulyadi, M.Sc.
F.X. Soegeng
Notodihardjo

Komisaris
Independen
Komisaris
Independen

Willya Verdiana Wasita

Dewan Direksi:
Nama
Ketul Wiratjanz

Kadek Sri Wintari

Masa Jabatan
Hingge 30 Juli 202C
1 Agustus 2020 -
1 Agustus 2021
12 Februari 2020 -
12 Februari 2025
13 Januari 2017 -
13 Januari 2022
2 September 2019 -
2 September 2024

NELEEN]
Direktur Utamé

Direktur Utama

Kadek Sri Wintari Direktur Operasional

Luh Budiasih Direktur Kepatuhan

Luh Putu Eka Suryani Direktur Bisnis

d. Peserta RUPS Luar Biasa:
Pemegang Saham
. Pemegang Saham: Sherly Lindawati
. Pemegang Saham: Lanny Polehwidhi
. Pemegang Saham: Irene Widiani
. Pemegang Saham: Hendri Widiarta
. Pemegang Saham: Handik Widiarta

2020, dengan masa jabatan sejak 11 Desember

sampai dengan 11 Desember 2025

. Segera ajukan ke Kantor OJK Provinsi Bali
Merubah komposisi susunan pengurus PT. BPR |
Candra beserta periode masa jabatannya menjadi se

berikut:

Dewan Komisaris:

Nama

Jabatan

[V ERERELEE)

Handik Widiarta

Komisaris Utama

11 Desember 2020 -
11 Desembe 202

F.X. Soegeng
Notodihardjc

Komisaris
Independe

13 Januari 2017 -
13 Januai 2022

Willya Verdiana Wasita

Komisaris
Independen

Maret 2020 - Maret
2025

Dewan Direksi:

Nama

Jabatan

Masa Jabatan

Fransisca Amelia
Muyadi

Direktur Utama

11 Desember 2020 -
11 Desember20z

Kadek Sri Wintari

Direktur Operasional

12 Februari 2020 -
12 Februar 202

Luh Budiasih

Direktur Kepatuhan

13 Januari 2017 -
13 Januari 2022

Luh Putu Eka Suryani

Direktur Bisnis

2 September 2019 -
2 September 2024

Dewan Komisaris
1. Komisaris Utama: Fransisca Amelia Mulyadi

26 Oktober
2020

. Menetapkan dan menyetujui Direktur Utama y4g
saudari Fransisca Amelia Mulyadi
Menetapkan dan menyetujui Komisaris Utama y.
saudara Handik Widiarta
Segera ajukan ke Kantor OJK Provinsi Bali
Merubah komposisi Susunan Pengurus PT. BPR |
Candra beserta periode masa jabatannya menjadi se|
berikut:

Dewan Komisaris:
Nama
Handik Widiarta

VEEENELEE)
Oktober 2020 -
Oktobe 202¢
13 Januari 2017 -
13 Januari 2022
Maret 2020 - Maret

NELEEN]

Komisaris Utama

Komisaris
Independen
Komisaris
Independen

F.X. Soegeng
Notodihardjo

Willya Verdiana Wasita

Dewan Direksi:
Nama
Fransisca Amelia
Mulyadi

Kadek Sri Wintari

Masa Jabatan
Oktober 2020 -
Oktober 2025
12 Februari 2020 -
12 Februari 2025
13 Januari 2017 -
13 Januari 2022
2 September 2019 -
2 September 2024

Jabatan

Direktur Utama

Direktur Operasional

Luh Budiasih Direktur Kepatuhan

Luh Putu Eka Suryani Direktur Bisnis

e. Peserta RUPS Luar Biasa:
Pemegang Saham
1. Pemegang Saham: Sherly Lindawati
2. Pemegang Saham: Lanny Polehwidhi
3. Pemegang Saham: Irene Widiani
4. Pemegang Saham: Hendri Widiarta
5. Pemegang Saham: Handik Widiarta
Dewan Komisaris
1. Komisaris Utama: Fransisca Amelia Mulyadi
2. Komisaris Independen: Soegeng Notodihardjo
3. Komisaris Independen: Willya Verdiana Wasita
Dewan Direksi:
1. Direktur Operasional: Kadek Sri Wintari
2. Direktur Kepatuhan: Luh Budiasih
3. Direktur Bisnis' Luh Putt Eka Suryan

11 . Memberhentikan dengan hormat Direktur Utama Ba
Desember Ketut Wiratjana, efektif Sabtu, 1 Agustus 2020

2020 Memberhentikan dengan hormat Komisaris Utama
Fransisca Amelia Mulyadi, efektif Jumat, 11 Desem
2020
Menetapkan dan menyetujui Komisaris Utama Ba|

dengan masa jabatan sejak 11 Desember 2020 sa
dengan 11 Desember 2025

Menetapkan dan menyetujui Direktur Utama |
Fransisca Amelia Mulyadi, efektif Jumat, 11 Desem

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Indra Candra 2020

Handik Widiarta, efektif Jumat, 11 Desember 203

g. Memberikan kuasa kepada Direktur Opersional u
mewakili perseroan dalam segala tindakan mengs
pengurusan sehubungan dengan perubahan atas
perseroan dan untuk mengajukan serta menandatal
semua permohonan dan dokumen lainnya di hadd
notaris dan instansi yang berwenang lainnya s
melaksanakan tindakan lain yang diperlukan

h. Peserta RUPS Luar Biasa:

Pemegang Saham

1. Pemegang Saham: Sherly Lindawati

2. Pemegang Saham: Lanny Polehwidhi

3. Pemegang Saham: Irene Widiani

4. Pemegang Saham: Hendri Widiarta

5. Pemegang Saham: Handik Widiarta

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama: Fransisca Amelia Mulyadi
Dewan Direksi:

1. Direktur Operasional: Kadek Sri Wintari

I11.2 Realisasi Keputusan RUPS

Seluruh hasil keputusan RUPS telah dilaksanakan oleh PT.
BPR Indra Candra di tahun 2020.

111.3 Perlakuan Setara Kepada Para Pemegang Saham

PT. BPR Indra Candra senantiasa memberikan perlakuan
yang setara kepada seluruh Pemegang Saham baik Pemegang
Saham mayoritas maupun minoritas. Seluruh Pemegang
Saham memiliki kesempatan dan waktu yang sama dalam
memperoleh informasi penting dari PT. BPR Indra Candra
serta hak yang sama untuk memberikan kesempatan bertanya
dan menyampaikan pendapatnya dalam RUPS. Setiap
pendapat Pemegang Saham yang disampaikan dalam RUPS
tercatat dalam hasil RUPS berupa Akta Notaris.

Untuk melindungi hak-hak para pemangku kepentingan
(stakeholdey, PT. BPR Indra Candra selalu menjaga
hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan
seluruh pihak yang berkepentingatakeholdey.

I11.4 Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi
Hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dan

Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik diwujudkan
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dalam penyusunan tugas dan tanggung jawab Dewi
Komisaris dan Direksi.

111.5 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengevaluasi dan menyetujui keputuse
manajemen dan tindakan-tindakan strategis yang diusulk
oleh Direksi, memonitor praktik manajemen resiko,
mengevaluasi dan menindaklanjuti temuan audit internal d¢
eksternal, menyetujui penyaluran kredit kepada pihakaigrk
mengawasi pelaksanaan GCG serta mengevaluasi kine
Direksi.

KOMPONEN KETERANGAN

Deskripsi Deskripsi pekerjaan memberikan informasi terkait:
Pekerjaan 1. Tujuan umum jabatan

. Tugas dan tanggung jawab

. Wewenang

. Syarat dan kompetensi jabatan

. Prosedur pencalonan dan komposisi

. Pedoman umum
Deskripsi pekerjaan Dewan Komisaris dievaluasi sed
periodik dan direvisi apabila dianggap perlu dengan te
memperhatikan peraturan perundangan-undangan
berlaku

Susunan Dewar| a. Sesuai dengan Akta Perubahan nomor 16 tanggd
Komisaris Desember 2020 oleh notaris Komang Parayq
Kusuma Diharta, S.H., M.Kn.:
» Komisaris Utama: Handik Widiarta
e Komisaris  Independen: F.X. Soege
Notodihardjo
* Komisaris Independen: Dra. Willya Verdial
Wasita
Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki sertifi
kelulusan yang masih berlaku dari Lemba
Sertifikasi Profesi dan sudah mendapat persetu
dari OJK.

Pengangkatan . Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitu
dan Masa sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS ya
NELEE]] mengangkatnya dan berakhir pada penutupan R
Tahunan yang ke-5 setelah tanggal pengangkatal
namun dengan tidak mengurangi hak dari RU
untuk  sewaktu-waktu dapat memberhenti
Komisaris sebelum masa jabatannya berak
Pemberhentian tersebut berlaku sejak penut
RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain o
RUPS.
. Masa jabatan Dewan Komisaris berakhir apabila:
v' Meninggal dunia
v' Masa jabatannya berakhir
v Dinyatakan pailit atau di bawah pengampu
berdasarkan putusan pengadilan
v' Tidak lagi memenuhi persyaratan perunda
undangan yang berlaku
v' Diberhentikan karena keputusan RUPS den
alasan yang jelas dan dapat diterima
Setelah masa jabatannya berakhir, Komisaris d
diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali mg
jabatan. Pengangkatan Komisaris tidak bersa
waktunya dengan pengangkatan Direksi. Penunj
kembali akan ditentukan berdasarkan kebutu
perusahaan.
Masa jabatan masing-masing anggota De
Komisaris adalah sebagai berikut:

Masa
NELEEY] Nama Berlaku RUPS
Certif

Masa
NELEIEY]

Komisaris Handik Januari Desle];nber 2020 -
Utama Widiarta 2025 202( 2025

Komisaris F.X. Soegeng | 25 Maret Jaﬁjari 2017 -
Independen | Notodihardjo 2024 2022

2017
Komisaris V\fevrlg}i/aana Oktober Deslinber 2019 -
Independen Wasita 2024 2019 2024

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Indra Candra 2020
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Tujuan Umum
Komisaris
Utama

Melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebija
manajemen umum maupun manajemen  res
berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Ru
Tangga perusahaan, mencakup konsep, fungsi pengg
peraturar prosedure dar sistem

Tujuan Umum
Komisaris
Independen

Mengawasi jalannya perusahaan dengan memas
bahwa perusahaan telah melakukan praktek-pral
transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawal
independensi, dan kewajaran menurut ketentuan
berlaku

Tugas dan
Tanggung
NEVIEL]
Komisaris
Utama

a. Memahami dan mematuhi peraturan dari reguld
(Bl, OJK dan lainnya) serta segala aturan yang dib
oleh perusahaan

. Membuat konsep dan rencana umum pengawd
terhadap kinerja Direksi, mengarahkan
memberikan nasehat atas segala rancang bangu
implementasi perusahaan ke arah pertumbuhan
perkembangan perusahaan.

. Melakukan pengawasan atas 2 tingkatan:

v' Level Performance,yaitu fungsi pengawasa

dimana Dewan Komisaris memberikg
pengarahan dan petunjuk kepada Direksi s¢
memberikan masukan dalam Rapat Um
Pemegang Saham.
Level Conformanceyaitu berupa pelaksanag
kegiatan pengawasan pada tahap selanju
untuk memastikan nasehat telah dijalankan s
dipenuhinya peraturan perundang-undangan
Anggaran Dasar yang berlaku.

Melakukan penelitian dan pengembangan yi

berhubungan dengan fungsi pengawasan.

Memberikan kemampuan profesional secara opti

bagi kepentingan perusahaan.

Menciptakan suasana tenang, damai, dan eng

terhadap seluruh aktivitas perusahaan

Menyusun laporan Dewan Komisaris dan lapo

perencanaan yang berkaitan dengan king

perusahaan.

Memberikan nasehat kepada Direksi dal

melaksanakan pengurusan perusahaan antara

melalui forum rapat bersama Komisaris dan Dire|
atau melalui penyampaian surat secara tertulis.

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegi

APU-PPT dan SKAI.

Mengarahkan, memantau dan mengeval

pelaksanaan kebijakan strategis PT. BPR In

Candra.

Mengikuti, mengawasi perkembangan kegia

perusahaan, memberikan pendapat dan saran ke

RUPS mengenai setiap masalah yang diang

penting bagi kepengurusan PT. BPR Indra Candra

Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akun

Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas b

buku perusahaan.

. Menelaah serta memberikan tanggapan atas Lap
Berkala dan Laporan Tahunan oleh Direksi sg
menandatangani Laporan Tahunan.

Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris

menyimpan salinannya.

. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan
telah dilakukan selama tahun buku yang baru (
lampau kepada RUPS.

Memperhatikan kesejahteraan sosial dan eko

karyawan dan keluarganya.

. Memantau, mengevaluasi dan menyempurna
efektivitas praktik GCG pada seluruh tingkatan a
jenjang organisasi
Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temu
audit dan rekomendasi dari SPPK, SKAI, audi
eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau
pengawasan otoritas lainnya.

Memastikan Direksi telah merancang sist

manajemen risiko yang tepat.

Melakukan pengawasan secara aktif bersama Dir

dan Komisaris Independen terhadap penera

manajemen risiko.

Meminte rekomenda: kepadi Komite Audit dar
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Komite Pemantau Risiko terkait hasil pemanta
dan evaluasi yang dilakukan.

Melakukan pengawasan secara aktif bersama Dir
dan Komisaris Independen terhadap pro
pengembangan dan pengadaan yang dilakukan
Tim Kinerja Teknologi Informasi.

. Melakukan pengawasan secara aktif bersama Dir

dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan pedo
kebijakar kredit dar prosedu perkredital bank

Tugas dan
Tanggung
Jawab
Komisaris
Independen

pelaksanaan kegiatan APU-PPT dan SKAI.

Memahami dan mematuhi peraturan dari regulg
(Bl, OJK, dan lainnya) serta segala aturan ys
dibuat oleh perusahaan

Memastikan bahwa perusahaan memiliki strat
bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya meman
jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut.
Memastikan bahwa perusahaan mengangkat ekseg
dan manajer-manajer profesional.

Memastikan bahwa perusahaan memiliki sist
informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit
bekerja dengan baik

Memastikan bahwa perusahaan mematuhi perat
perundang-undangan yang berlaku dan nilai-
perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.
Memastikan resiko dan potensi krisis seld
diidentifikasikan dan dikelola dengan baik.
Memastikan prinsip-prinsip dan praktelGood
Corporate Governancedipatuhi dan diterapka
dengan baik, diantaranya: transparansi, akuntabil
pertanggungjawabanresponsibility, independensi
dan kewajararféirness.

Memberikan kemampuan profesional secara opti
bagi kepentingan perusahaan.

Memberikan masukan kepada Direksi dald
mengelola operasional perusahaan antara lain me
forum rapat bersama Komisaris dan Direksi a
melalui penyampaian surat secara tertulis.
Mengikuti, mengawasi perkembangan kegia
perusahaan, memberikan pendapat dan saran ke
RUPS mengenai setiap masalah yang diang
penting bagi kepengurusan PT. BPR Indra Candra
Melaporkan dengan segera kepada RUPS apg
terjadi gejala menurunnya kinerja PT BPR Ind
Candra disertai saran mengenai langkah perbal
yang harus ditempuh.

Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akun
Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas b
buku perusahaan.

. Meneliti serta memberikan tanggapan atas lapq

berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Dird
serta menandatangani Laporan Tahunan.
Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanj
temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kg
Audit Internal (SKAI), auditor eksternal, hag
pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otd
lainnya.

Mengarahkan, memantau dan mengeval
pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan.
Memastikan, memantau dan mengeval

Melakukan pengawasan secara aktif bersama Di

dan Komisaris terhadap penerapan manajemen ri

Meminta rekomendasi kepada Komite Audit d
Komite Pemantau Risiko terkait hasil pemantuan (
evaluasi yang dilakukan.

Melakukan pengawasan secara aktif bersama Di
dan Komisaris Utama terhadap proses pengembal
dan pengadaan yang dilakukan oleh Tim Kine
Teknologi Infomasi.

Melakukan pengawasan secara aktif bersama Dir|
dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan peda
kebijakar kredii dar prosedu perkredital bank

Wewenang
Komisaris
Utama

Mengarahkan para Direksi untuk melakuld
implementasi dan kinerja tak terbatas b3
kepentingan perusahaan.

Bersama-sama Direksi untuk melakukan kerjasa
dalam bentuk apapun dengan pihak lain de
kepentinga perusahaa

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Indra Candra 2020

Bersama Direksi memantau permohonan kredit ca

debitur atas dasar penilaian dan evaluasi yang d

dipertanggungjawabkan.
Menganalisafeasibility study untuk memutuskal

' kelayakan sebuah produk baru yang diusulkan d

Direksi.

Merancang visi dan misi perusahaan serta kol
pengimplementasiannya.

Mengevaluasi dan mengusulkan rencana strat
untuk perkembangz perusahaa

Wewenang
Komisaris
Independen

Mengarahkan para Direksi untuk melakuk
implementasi dan kinerja tak terbatas bd
kepentingan perusahaan.

Merancang visi dan misi untuk perusahaan s
konsep pengimplementasiannya.

Menjalin relasi dengan pihak auditor eksternal ¢

. pengawas OJK dalam hubungannya dengan perbg

kinerja perusahaan.

Memeriksa hasil audit, sasaran mutu, dan prosé
kerja perusahaan yang dituangkan dal
SOP/juklak/memo.

Memberi masukan dan pengarahan kepada sel
jajaran Direksi, manajer, dan staf lainnya.

Memberi masukan terkait dengan resiko
penanganannya kepada tim SKAI dan SPPK.
Mempelajari kinerja keuangan perusahaan
memberi tanggapan untuk perbaikannya.
Mengunjungi dan mengumpulkan data dari kant

. kantol PT. BPR Indra Candra

Fungsi
Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh Komisaris terha
pembuatan kebijakan dan pengelolaan persel
perusahaan oleh Direksi.

Dalam melakukan pengawasan, Komisaris bertin

. sebagai majelis dan tidak dapat bertindak send

sendiri mewakili Dewan Komisaris.

Pengawasan tidak boleh berubah menjadi t
pelaksanan tugas-tugas eksekutif atau operasid
karena pelaksanaan tugas-tugas eksekutif perusa
merupakan kewenangan Direksi, kecuali jika terj
hal-hal sebagaimana diatur dalam anggaran d
perusahaan dan hal-hal yang ditetapkan da
peraturan perundangan.

Pengawasan harus dilaksanakan atas keput

' keputusan yang sudah diambéx( post factp atau

terhadap putusan-putusan yang akan dia
(EEUNELESS

Pengawasan dilakukan bukan hanya den
menerima informasi dari Direksi atau RUPS, tetd
juga dapat dilakukan dengan mengambil tindak
tindakan lain sesuai informasi dari sumber la
dimana tindakan tersebut harus dilakukan sed
kolektif.

Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sek
menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindak
tindakan yang memerlukan persetujuan Komisa
tetapi juga pengawasan dilakukan dend
memberikan nasehat/saran/pendapat/rekome
yanc mencaku semui aspel bisnis dari perusahaa

Waktu
Komisaris

Kerja

Komisaris wajib menyediakan waktu yang cuk
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawal
secara optimal.

Komisaris wajib hadir di tempat kerja minimal 1 kg
dalam 1 minggu pada waktu kerja. Namun tid
tertutup kemungkinan Komisaris hadir di luar wal
kerja karena adanya hal-hal yang penting
mendesak.

Komisaris independen wajib hadir di kantor pu

' minimal 1 kali dalam 1 bulan pada waktu kerj

Namun tidak tertutup kemungkinan, Komisa
Independen hadir di luar waktu kerja karena ada
hal-hal yang penting dan mendesak.

Komisaris wajib hadir sekurang-kurangnya p4g

waktu rapat Komisaris dan pada waktu rapat ko

dimana Komisaris menjadi anggota komite ya
bersangkutz

Rapat
Komisaris

Kerja

Rapat Dewan Komisaris adalah rapat y3

diselenggarakan oleh Dewan Komisaris
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. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tem
kedudukan PT. BPR Indra Candra atau di tempat
di wilayah Republik Indonesia.

Rapat Dewan Komisaris dapat mengundang

: organisasi maupun pihak ketiga terkait deng

permasalahan yang dibahas dalam rapat.
Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan se
berkala minimal sekali dalam tiga bulan.

. Komisaris dapat mengadakan rapat Dewan Komig
di luar jadwal yang telah ditentukan atas permintaa
v Komisaris utama
v/ Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris
v/ Seorang atau lebih Pemegang Saham

bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepu
bagian dari seluruh saham yang telah ditempat]
dengan hak suara yang sah.
Rapat Dewan Komisaris ini dapat dihadiri olg
Direksi maupun pihak lain jika diundang ol
Komisaris.
Direksi secara tertulis dapat meminta De
Komisaris agar diadakan rapat Dewan Komisg
dengan Direksi, dengan mengemukakan masalah
acara yang ingin dibahas atau dibicarakan.
Komisaris Utama atau Komisaris lainn
menyampaikan undangan (pemanggilan) dan agq
rapat Dewan Komisaris kepada Komisaris lain
dengan sarana apapun dalam waktu 3 hari kale
sebelum rapat tersebut atau dalam waktu yang ¢
singkat dalam keadaan mendesak.
Undangan rapat tersebut tidak disyaratkan apa
semua Komisaris hadir dalam rapat.
Undangan rapat itu harus mencantumkan ad
(agenda), tanggal, waktu dan tempat rapat.
Penyiapan materi rapat dikoordinasikan oleh
Penunjang Komisaris
Setiap Komisaris berhak untuk mengusulkan age
rapat yang akan dilaksanakan

. Para Komisaris diperkenankan untuk tidak sef
walaupun secara keseluruhan jumlah suara
setuju lebih banyak. Dalam hal seperti ini ma
keputusan tidak setuju tersebut harus tercatat dg
berita acara (risalah) rapat sebagai bentuk
dissentin(opinion

. Mengusulkan apabila terdapat pengajuan permohd
kredit dengan menggunakan penghasilan tetap/
maka dilampirkan dengan SPT tahunan pribadi
Komisaris Independen Ibu Willya merekomendasik
beberapa developer di Denpasar dan menyaral
agar segera dillow-upoleh Direktur Bisnis
Menegaskan untuk membuat surat kepada
dengan tembusan kepada PN dan PT perihal ki
debitur Nila Praptini mengingat bank sudah meng
di PN dan PT

. Mengapresiasi penurunan NPL di bulan Agustus 2
yaitu 4,80% jika dibandingkan dengan bulan
2020 yaitu 4,94%. Dekom mendukung stratg
penagihan yang intensif dengan pendekatan nego
kekeluargaan. Dekom menghimbau agar NPL tg
dijaga < 5% agar rencana strategi pengembal
produk bank dapat segera direalisasikan
Menghimbau untuk senantiasa melakukan mitig
resiko likuiditas. Dekom yakin bahwa resiK
likuiditas dapat selalu diatasi jikaCash Ratio
dipertahankan di level 10% mengingat kuatnya fal
permodalan bank

. Mengusulkan  Direksi untuk lebih inteng
memasarkan krediinkagekepada BPR-BPR di Bali
Mengusulkan untuk memasarkan kredit B2B d
kredit potong gaji, dimana resiko kedua jenis kre|
ini relatif lebih rendah dan dapat menaikkan ra:
LDR
Menghimbau kepada Direksi untuk terus menj3
reputasi bank, mengingat maraknya isu kurang 4
terhadap kinerja BPR di tengah kondisi pande
Dreksi dapat mempublikasikan laporan keuang
terkini di situs bank untuk meyakinkan nasab)
bahwa kondisi bank tetap sehat dan solid

. Mengapresiasi penurunan NPL di bulan Novem
2020 yaitu 4,93% jika dibandingkan dengan bu
Oktober 2020 yaitu 4,96%

Mengusulkan agar fokus menawarkan depo
ABP) kepada BPR-BPR di seluruh Indonesia

111.6 Remunerasi Dewan Komisaris

T T e I P G e e eeinz ~ Remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2020 adalah
Rapat Kerja| Dewan Komisaris melalui aplikasioom dengan dafta sebagai berikut:
Komisaris hadir anggota sebagai berikut:

Daftar Kehadiran Dewan Komisaris

Hadir Fisik Fasilitas
Fransisc Amelia Mulyadi, M.Sc 3 3 Jumlah

Handik Widiarta Ph.D 1 1 (dalam ribuan rupiah)
F. X. Soegen Notodihardjc 4 = Gaji, THR, dana pensiun, pakaig
Willya Verdiana Wasita 4 5 dEnahadausEiesia 632.781

Nama

Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2020 membj . . .
antara lain: I11.7 Kepemilikan Saham Komisaris di PT. BPR Indra
a. Mengevaluasi performansi keuangan perusahaan Candra

bulan Februari 2020 dan menyarankan kepada dir

untuk fokus pada penurunan NPL melalui penjua . . L
L e Padaposisi per tanggal 31 Desember 2020, Dewan Komisaris

e el oo e sE eyl yang memiliki saham pada PT. BPR Indra Candra:
kredit
Memutuskan dan menyetujui susunan Komite Al
dan Komite Pemantau Risiko Nama : .
. Menghimbau kepada direksi agar melakuk — LU
pengawasan aktif terhadap program APU dan PPT Handik Widiarts o 6.000.00!
Menyarankan kepada direksi agar membuat kebijg F.X. Soegen Notodihardjc =
penyelamatan kredit sebagai dampak penyebi Willya Verdiana Wasita =
CQOVID-19 sesuai POJK no. 11/POJK.03/2020
. Mgng_himbau kepada dir_eksi untuk menceg 111.8 Profil Anggota Dewan Komisaris
terjadinya penyebaran virus COVID-19 ant
karyawan di lingkungan kerja serta demi menjg
kesehatan karyawan agar selalu melaksang
protokol kesehatan dengan baik dan benar
Mengevaluasi NPL bulan Mei 2020 yaitu 4,94% d Handik Komisaris | > Sarjana Teknik| > Desember 2020
menyarankan agar NPL bulan Juni 2020 < Mei 20 Widiarta Utama Industri dari resmi menjabat
melalui upaya pendekatan yang lebih intensif Universitas sebagai Komisarig
g. Menegaskan agar NPL tetap dijaga < 5% Trisakti tahur Utame

Nominal (dalam

Nama Jabatan Pendidikan Informasi Tambahan
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Jabatan Eenaieien Irfermee Tamaen sesuai dengan target usaha, serta pelaksanaan prinsiy- keha
hatian bank demi kepentingatakeholdesecara keseluruhan.

2000 > Ujian CERTIF
Master of Komisaris  lulus
Science dari pada bulan Janual
Katholieke 2020
Universiteit Bertanggung jawal Jumlah Direksi | Ketentuan OJK mengen&ood Corporate Governanc
Leuven Belgia menyatakan bahwa Direksi paling sedikit terdiri dari
pada tahun manajemen orang anggota, dimana seluruh anggota Direksi berte
2001 kelola, kepatuha tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabup
Doctor of dan  manajeme yang berbeda pada provinsi yang sama
Philosophy resiko untuk kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langs
(Ph.D.) di mewujudkan dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi kantor p
bidangLogistic, budaya perusahaa PT.BPRIndra Candra
Materials, and yang berdasarka Komposisi Komposisi dari anggota Direksi sudah sesuai den
Supply Chain prinsip continuous ketentuan OJK. Jumlah anggota Direksi PT. BPR In
Management improvement jujur Candra per tanggal 31 Desember 2020 adalah 4 o
dari Nanyang profesional, dan yang terdiri dari 1 orang Direktur Utama, 1 oral
Technological berkualitas di PT. Direktur Operasional, 1 orang Direktur Kepatuhan da
University BPR Indra Candra orang Direktur Bisnis. Seluruh anggota Direksi bertem
(NTU), tingga di Kabupate Buleleng Provins Bali
Singapura padg Susunan Direks| Susunan Direksi PT. BPR Indra Candra berdasarkan
tahur 200% no. 16 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat @
Soegeng Komisaris Pendidikan Direktur notaris KM. Prayoga Kusuma Diharta, S.H., M.
Notodihard | Independen Strata 1 dan 2 dan Komisaris di adalah sebagai berikut:
jo di STIE beberapa 3
Mahardhika sejak tahun 1993 _ DR : Lelogifan
Surabaya Menjabat Fransisca Ame.ha.MuI){adL M.Sc. . DlrekturUtama
(2004) Komisaris Kadek Sri \_Nlr.ltan, SE Dl_reklur Operasional
. Luh Budiasih, SE Direktur Kepatuhan
Independen di PT Luh Putu Eka Suryani, SE Direktur Bisnis
BPR Indra Candra
sejak bulan Janua Seluruh anggota Direksi memiliki sertifikat kelulusd
2017 . yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi ¢
Bertanggung jawal] telat mendapz persetujua dari OJK.
dalam mengawasl™ jahatan Direks| Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki rang

manaje_men di Luar | jabatan lain pada organisasi lainnya:
operasional  da ERInSaen
kepat?’ha”v Jabatan di PT.
manajemen sumbe} Nama BPR Indra
daya manusia da _ _ Candra
trategi IFETE SR AR Direktur Utama
S g Mulyadi, M.Sc.
pengembangan Direktur
bisnis Operasional
Willya Komisaris Pendidikan Pernah j Luh Budiasih, SE K[é',iitkﬁﬁén
Verdiana Independen Strata 1 sebagai Luh Putu Eka
Wasita Universitas Cabang Suryani, SE
Udayana (1998) 1999), Branch Pengangkatan . Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Di
Manager (1999- dan Masa telah memperoleh persetujuan dari RUPS.
Jabatan . Masa jabatan seorang anggota Direksi sef
tahun anggaran dasar adalah efektif sejak tanggal y
menjabat ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saat R
Executive Officer tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatan terseb
di Bank Artha . Anggota Direksi yang telah habis masa jabatan
Graha International dapat diangkat kembali oleh RUPS.
Sejak Maret 2020 . Masa Jabatan masing-masing Direksi adalah seb
menjabat sebaga berikut:
Komisaris
Independen di PT e N RUPS BM?SI? Ve
BPR Indra Candra abatan <hiE) ertakl | yabatan
Berkontribusi Fransisca an
dalam pemikiran Direktur Ameliq D Oktober 2020 -
dan keputusa Utama MI\ijll.),Sach 2020 2025 2025
manajemen  untuk . Kadek Sri : .
membenahi siste Cporona | Wiman, | FIR | ZOR | Zozs
pemasaran produ

SE
dan jasa bank de Direktur Buesiy | 13%anari | 27Apri | 2017-
terwujudnya Kepatuhan SE 2017 2023 2022

pertumbuhan : Luh Putu :
Direktur Eka 2 September 23 Mei 2019 -

volume usaha yang T Suryani, 2019 2024 2024
signifikan. SE

Tugas dan| a. Memahami dan mematuhi peraturan dari reguld

111.9 Direksi Tanggung (Bl, OJK dan lainnya) serta aturan inter
’ Jawab Direktur perusahaan.

Utama . Melakukan penataan dan pengawasan terh

Direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan de seluruh aktivitas manajemen yang merupakan dj

pengembangan tata kelola perusahaan yang baik di PT. Bl strategi dari seluruh sistem kegiatan dan king

Indra Candra. Direksi juga menjamin keberlangsungan usa SENIEEIEENL
Memimpin rapat umum dalam hal penyusu

bank untuk jangka panjang, pencapaian tingkat kinerja yar _agend: konsensu  dar _menjelaska _sert:
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Komponen Keterangan

Perusahaan/Badan/
Organisasi

Kadek Sri Wintari, SE

Direktur Bisnis




Komponen

Keterangan

Komponen

Keterangan

menyimpulkan tindakan/kebijakan.

Membuat, merumuskan, menyusun, menetap

konsep dan rencana umum perusahaan, mengara

dan memberikan kebijakan/keputusan atas se
rancang bangun dan implementasi perusahaan.
Memantau perkembangan rasio keuangan perusa
dari waktu ke waktu dan memimpin rapat koordin
dengan direksi lainnya untuk perbaikannya.
Bertindak sebagai perwakilan perusahaan da
hubungannya dengan pihak eksternal.
Menyediakan informasi yang benar dan leng

kepada Dewan Komisaris mengenai situasi ekon

dan keuangan perusahaan.

Menciptakan suasana tenang, damai, dan en
terhadap seluruh aktivitas perusahaan.
Mengarahkan seluruh karyawan untuk bekerja seg
profesional, efisien, dan efektif.

Merealisasikan dan melaksanakan rencana-ren
serta prosedur-prosedur yang ditetapkan mel
pendelegasian wewenang pada bagian di bawahn
Melakukan pengawasan secara aktif bersama Dir|
dan Dewan Komisaris terhadap proses pengembal
dan pengadaan yang dilakukan oleh Tim Kine
Teknologi Informasi.

Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi un
mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengad
kepada seorang atau beberapa orang anggota Di
yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seor
atau beberapa orang pegawai perusahaan baik se
sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang
badan lain.

. Memberikan penjelasan kepada RUPS meng

Laporan Tahunan.
Menentukan nilai suku bunga acuan bank (terma

tabungan dan deposito) untuk menjaga profitabil

dan rentabilitas bank.

Melakukan pengawasan secara aktif bersama Di
dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan pedo
kebijakar kredit dar prosedu perkredital bank

Tugas dan
Tanggung
Jawab Direktur
Operasional

(Bl, OJK dan
perusahaan.
Memantau kinerja seluruh karyawan termasuk da

Memahami dan mematuhi peraturan dari regul:
lainnya) serta aturan inter

hal pemberian  penghargaan/sanksi  mau
pemberhentiannnya berdasarkan masukkan
diberikan oleh Manajer dan Kepala Bagian.
Memeriksa dan menyetujui transaksi keuangan
bernominal besar.
Melakukan pengawasan

secara aktif terha

kegiatan operasional seluruh kantor bank.

Mewawancarai calon karyawan baru.

' Mengelolapayroll karyawan dan pembayarannya.

Menyusun dan mengevaluasi prosedur dan kebijg
internal melalui SOP/juklak/memao.
Memperbaiki sistem tata kelola, prosedur,

kebijakan internal perusahaan untuk peningka

efisiensi kerja dan keamanan bertansaksi.
Memantau kesesuaiarService Level Agreeme
(SLA) dengan kondisi operasional yang sebenarny;
Menjalin hubungan kerjasama yang baik deng
bank/instansgrovider.

Memimpin dan memantau proses permoho!
perijinan dan persetujuan dari pihak otoritas.
Menetapkan kebijakan terkait dengyd
ketenagakerjaan di perusahaan.

. Mengevaluasi seluruh dokumen legal dan seg

revisinya yang berkaitan dengan bisnis bank.
Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi u

. mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengad

kepada seorang atau beberapa orang anggota Di
yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seor
atau beberapa orang pegawai perusahaan baik se
sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang
badan lain.

Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Sal

' Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah R3

Direksi.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Indra Candra 2020

Memberikan penjelasan kepada RUPS meng
Laporan Tahunan.
Memberikan laporan berkala menurut cara dan w4

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta lap|

lainnya setiap kali diminta oleh Komisaris dan/af
Pemegang Saham.
Melakukan pengawasan secara aktif bersama Dir|
dan Dewan Komisaris terhadap proses pengembat
dan pengadaan yang dilakukan oleh Tim Kine
Teknolog Informasi

Tugas dan
Tanggung
Jawab Direktur
Kepatuhan

(Bl, OJK dan

Memahami dan mematuhi peraturan dari regul
lainnya) serta aturan inter
perusahaan.

Memantau dan mengevaluasi laporan kerja Sa

Pengawasan dan Pengendalian Kualitas (SPPK)

Manajemen Risiko (MR).

Mengawasi proses pelaksanaan sosialisasi
workshopyang dilakukan oleh SPPK serta meni
kinerjanya.

Memberikan edukasi dan motivasi kepada SPPK
MR untuk bekerja sesuai kaidah dan etika.

Menilai dan memberi masukan kepada Direksi (
Dewan Komisaris tentang performal
karyawan/bagian tertentu.

Mengatur strategi untuk membantu SPPK dan
melaksanakan tugasnya dengan baik.
Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada sel

: karyawan mengenai pelaksanaan SOP/juklak/me

Melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil sosialig

. yang dilakukan oleh SPPK dan MR.

Memantau proses dan dampak penyelesaian kel
yang disampaikan oleh nasabah.

Mengunjungi nasabah dan debitur untuk memba
menyelesaikan permasalahan operasional/pros
yang tidak bisa diselesaikan ol&bntliner.
Menganalisa hasil survey kepuasan nasabah terh

standar pelayanan bank.

Membuat profil manajemen resiko dan meman
pelaksanaannya di lapangan.

. Memantau proses sertifikasi, audit, hingga penerg

program manajemen kualitas.
Memonitor kepatuhan perusahaan terhadap komit

' yang dibuat oleh regulator.

Melakukan kajian terhadap produk yang ada mau
yang baru dan mengevaluasi aktivitas operasid
pendukungnya.

Memantau dan menjaga agar kegiatan ug
perusahaan tidak menyimpang dari peratu
perundang-undangan.

Menyusun kebijakan dan prosedur dalam ran

. memastikan resiko kepatuhan dapat dikendali

dengan baik.

Melakukan pengawasan secara aktif bersama Dir|
dan Dewan Komisaris terhadap proses pengembai
dan pengadaan yang dilakukan oleh Tim Kine
Teknolog Informasi

Tugas dan
Tanggungjawab
Direktur Bsinis

" (Bl, OJK dan

Memahami dan mematuhi peraturan dari regul:
lainnya) serta aturan inter
perusahaan.

Menentukan nilai suku bunga acuan bank (terma
tabungan dan deposito) untuk menjaga profitabili
dan rentabilitas bank.

Mengevaluasi  produk-produk perbankan yd

' dimiliki oleh bank bersama manajer dan menyug

product review.
Menyusun program pelatihan dawoaching kepada

seluruh tim pemasaran dé&ontliner.

Merancang program
pelaksanaannya, dan
keberhasilannya.
Mengembangkan fitur, fasilitas, layanan dan prod
baru serta mengevaluasi tingkat keberhasilannya.
Melakukan evaluasi harian terhadap kinerja karya
bagian tabungan, deposito, dan kredit, terma
memantau upaya penyelesaian kredit bermasalah.
Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pimpi
kantol sebage upay: menyelesaike permasalahi

Pagellof 30

promosi, MENE
mengevaluasi  ting




Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan
keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan
terkait dengan layanan dan produk bank.
Menyusun anggota tim penghimpunan d saham dar_llatau hubungan keluarga d_engan P(_ameg_ang Saham
WA e st el ser - pengendali, anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya,
penyeleksian anggota. yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
Memimpin proses pendekatan dan negosiasi de independen.
nasabah besar perseorangan maupun badan.
Melakukan kunjungan rutin ke nasabah dalam ran
customer retention.
Mempersiapkan dan mengelola material prese
untuk pengenalan perusahaan.
. Membuat usulan pengembangan jaringan perusal
baik berupa kantor cabang, kantor kas, mauj
wilayah kerja.
Memantau perkembangan rasio keuangan perusa
dari waktu ke waktu dan mengusulkan upa
perbaikannya dalam rapat direksi.
Melakukan rapat koordinasi dengan anggota dirg
lainnya secara reguler untuk menyamakan pers
dan langkah strategis demi  meningkatk
profitabilitas dan rentabilitas perusahaan.
. Memutuskan kelayakan pemberian kredit kep
calon debitur dalam komite kredit.
Memberikan penjelasan kepada RUPS meng
Laporan Tahunan.
Melakukanbenchmarkdengan perusahaan lain dg
menyusun analisa SWOT sebagai dasar da
menentukan arah strategis bank.
Melakukan pengawasan secara aktif bersama Dir!
dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan pedo
kebijakar kredit dar prosedu perkredital bank
Rapat Direksi dapat mengadakan rapat setiap waktu dan dih
Manajemen oleh seluruh anggota Direksi. Pada rapat manaje
pejabat eksekutif, SKAI dan kepala bagian da
diundang untuk berpartisipasi dalam rangka mendapa
pemahaman yang lebih mendalam mengenai usaha H
Selama tahun 2020, telah dilangsungkan 11 kali ra
manajemen, dengan daftar hadir anggota sebagai beri

Daftar Rapat Ixehaduan
Fransisca Ameha Mulyadi,
M Sc

-_“

Rapat Direksi mengadakan Rapat Koordinasi Direksi (RKD)

Koordinasi dengan tujuan untuk menyamakan persepsi antar ang

Direksi Direksi dan untuk melakukan koordinasi langkah-lang
strategis dalam menyelesaikan setiap permasalahan
ada. Selama tahun 2020, telah diadakan 37 (tiga p
tujuh) kali rapat koordinasi Direksi, dengan daftar ha
anggota sebagai berikut:

Daftar Rap_at . Kehadiran
Nama Koordinasi -
) Fisik
Direksi
13

Hadir
| KeutWiratinaSE [ 18 [ 37 [ 13 |
C e T
Mulyadi, M.Sc.
|__LuhPutuEkaSuryani | 37 | 37 |

[11.10 Remunerasi Direksi
Remunerasi Direksi selama tahun 2020 adalah sebagai beriku

Fasilitas
Jumlah (dalam ribuan rupiah)

'Prodia dan pesangon £82

1

[11.11 Independensi Direksi
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Hubungan Keuangan Hubungan Keluarga Strategi NegOSiaSi 10

NExE PETETa PETERar dan Mediasi Secara Desember
Saham szegang DEIE Direksi Saham PR DL Direksi Efisier dar Efektif 202(

. aham Komisaris " Saham Komisaris
Pengendali Pengendali 11
Fransisca How to Be a Smart [ e

Amelia Tidak Ada Ada RICES Ada Ada Ada Tidak Collection Manager
Mulyadi, M.Sc C 202(
e Tidak Tidak Tidak Tidak Hukum Perjanjian 14
Tuh ; : : : Utan_g Plutang_dan Desember
Budiasih,SE Tidak Tidak Tidak Tidak Penglkata RETITGE 202(
L U B Tidak Tidak Tidak Tidak _ Tanda Tangan 22
SN, 52 Digital: Legalitas dan Desember
Keamana 202(
111.12 Kepemilikan Saham Direksi di PT. BPR Indra Candra Sosialisasi POJK
N0.11/POJK.03/2020
: P e . tentang Stimulus
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham sebesar 258a flluh lima persen) atau Perekonomian
lebih dari modal disetor pada PT. BPR Indra Candra, BPR lainpun perusahaan lainnya Luh Budiasih, SE Nasional sebagai 24 Juni 2020 PT-(?;Er'Qdfa

dan/atau menjadi Pemegang Saham mayoritas di lembagagasadan non-bank: Coﬁﬁzjrzil;iﬂcal melaluiZoom

- . Dampak Penyebarar
BPR Lain Perusahaan Lainya Covid-1¢

Kantor Pusat

Nama - - :
Lembar Saham | Nominal | Lembar Saham | Nominal Business
Communication for

. - Top Management
Mulyadi, M.Sc BPRBPRS

Kadel Sri Wintari, SE Training Online

Luh Budiasih SE ;
e Futu‘;%:;(éaders 16 Juni 2020
2 Sosialisasi Kebijakan
L[PE
111.13 Keikutsertaan dalam Pelatihan Sosialisasi
Penempatan Uang 5 Agustus
Negara dan Subsidi 2020
Bunge Kantor Pusat

Fransisca Amelia 18 Mei 2020

21 Juli 2020

Selama tahun 2020, Direksi telah mengikuti pelatihan maupseminar yang
diselenggarakan oleh OJK, KAP, LPS maupun Perbarindotatimya: Luh Putu Eka Suryani, 11 PT. BPR Indta

Strategi Penagihan

Kredit November Candra

202( melaluiZoom
Strategi Menghadapi 12
Gugatan Perdata dar November
: : o : 21-26 Kantor Pusat Laporar Polisi 202(
Fransisca Amelia Sertifikasi Direktur Perbarindo September PT. BPR Indra KAP P. 13
Mulyadi, M.Sc. Tingkat 1 dan 2 Jogyakarta 2020 Candra Collection Plan2021 | Hadisaputrd.aw | November
melalu Zoon Office 202(
Strategi Penagihan N o b Strategi Negosiasi 10
Kredit QUEIMIeE dan Mediasi Secara Desember
, , 202( Kantor Pusat Efesier dar Efektif 202(
Strategi Menghadapi KAP P. 12 PT. BPR Indra 11
Kadek Sri Wintari, SE| Gugatan Perdatadan Hadisaputrdaw November : How to Be a Smart [P

o . Candra i
Collection Manager
Laporar Polisi Office 202 melaluiZoom g 2020

. 13 Hukum Perjanjian 14
Collection Plan2021 November Utang Piutang dan Desember

202(
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SE

JenisTraining/
Seminar

Tempat
Pelaksanaan

INETNE] Penyelenggara Waktu




Pengikata Jaminal

Tanda T

Digital, Legalitas dan

Keamanan

202(

Desember
2020

111.14 Profil Direksi

Fransisca | Direktur >
Amelia

Mulyadi, >
M. Sc.

Kadek Sri
Wintari,
SE

Direktur
Operasional

Luh Direktur
Budiasih, Kepatuhan
SE
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Riwayat Pendidikan

Sarjana Teknik Industri dal
Universitas Trisakti (2000)
Melanjutkan studi dUniversity
of Melbourne dengan gelal
Master of Applied Commerc
(2001)

University of Lausanne -Haut
Ecole de CommercialeSwiss
dengan gelaMaster of Scie

in Banking and Financé2005)

Sarjana Ekonomi
Universitas
jurusan ilmu

perbankan (2004)

Sarjana
Universitas Udayana (1995)

Ekonomi dar| >

Informasi Tambahan

> Sejak tahun 2001 bekerja selama 3 tal

sebagai Financial Consultantdi IPP
Financial Advisers Singapura

Sejak bulan Februari 2006 bergabu
dengan PT. BPR Indra Candra seba
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[11.15 Penilaian Kinerja Direksi Komponen Keterangan

) ) ) ) Rapat Komite | a. Tanggal 24 Februari 2020 dan dihadiri lengkap o
Secara umum kinerja Direksi dalam pengelolaan bank tele anggota komite.

dilaksanakan dengan baik. Pertumbuhan Aset Bar Agenda pembahasan rapat adalah:

; ; v' Merekomendasikan Akuntan Publik dam Kanf
0,
bertumbuh 4,38% dari tahun sebelumnya atau menja Akuntan Publik Indra Wiguna Marathanu, CP

R_p.886,30_ miliar per akhir Dgsember 2020, namun Dan untuk audit kaji ulang terhadap pelaksanaan fu
Pihak Ketiga (DPK) mengalami penurunan sebesar (2,879 audit intern tahun 2017, 2018 dan 2019 berdasal
atau menjadi Rp.696,08 miliar, kredit mengalami penuruna keahlian dan pengalamannya.

U ae . Tanggal 14 April 2020 dan dihadiri lengkap olg
0,
sebesar (2,33%) atau menjadi sebesar Rp.458,33 miliax se anggota komite.

laba berjalan mengalami penurunan sebesar (3,68%) atau Agenda pembahasan rapat adalah:

akhir 2020 menjadi Rp.14,45 miliar. v Sampling atas analisa kredit debitur inti hal

diperbaiki, agar kedepannya tidak menimbulk

; resiko penambahan pembentukan PPAP

111.16 Komite Tanggal 24 Juni 2020 dan dihadiri lengkap oleh angg

komite.

1. Komite Audit Agenda pembahasan rapat adalah:

v’ Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa 4
KAP Drs Sri Marmo Djogosarkoro dan KAP Ind

Komponen Keterangan Wiguna Marathanu, CPA tahun 2020

Dasar Hukum |« Peraturan OJK no. 4/POJK.03/2015 tentang Peners - Tanggal 11 Desember 2020 dan dihadiri lengkap g
Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat anggota komite. _

- SK Direksi no. SK-DIR-07/Il/2020 tentang Sur{ Bl el U s L eIk
Keputusa Komite Audit v/ Bank harus menindaklanjuti temuan OJK ses

Susunan Berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggg d_engan Il danqeadllne yang sudah
Komite Audit | Maret 2020, Komite Audit terdiri dari: ditentukan, pelaporan komitmen bank dilaporkan
Ketua Komite: Komisaris Independen Willya Verdiana Wasi OJK oleh SKAI dengan.dlbantu oleh unit-unit terks
Anggota: Komisaris Independen F.X Soegeng Notodihardjo dalam pemenuhan komitmen tersebut

Anggota: Pihat Independe Neny Mariyani v/ SKAI mulai mem_buat _Laporan Pelaksanaan d
Tugas dan| a. Melakukan penelahaan atas laporan keuangan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Tahun 2020, ber
Tanggung akan disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris. semua hasil review temuan SKAI Operasional g
Jawab b. Melakukan penelahaan atas ketaatan terhadap pera Fungsional

Komite Audit perundang-undangan yang berhubungan de v' SKAI mempersiapkan data-data awal yang dimi
kegiatan bank. oleh KAP Arnaya untuk audit laporan keuang

Memberikan pendapat independen dalam hal te tahun 2020
perbedaan pendapat antara manajemen dan Ak
Publik atas laporan yang diberikannya.

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komis
mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kan
Akuntan Publik yang didasarkan pada independe Komponen Keterangan

2. Komite Pemantau Risiko

ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa, u Dasar Peraturan OJK no. 4/POJK.03/2015 tentang Peners
disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Sahariill y,kum Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

: .Me'akug?” te""?‘“]ﬂaSi ter T(adap pe""r‘]'.‘sta”.aat” hpemb SK Direksi no. SK-DIR-08/IV/2020 tentang Sur
Jasa auadit atas Informasi Keuangan nistoris tahunan Keputusa Komite Pemanta Risikc

Sap dg.an/atau A S (CEB] WEMTIT Hels (e Susunan Berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tangga
v Peiaksanaan audit telah sesuai dengan standar Komite Maret 2020, Komite Pemantau Risiko terdiri dari:
S - Pemantau Ketua' Kc_)m|te: Komisaris Independen F.X. Soege
‘/y 9 . Risiko Notodihardjo
Kecukupan waktu pekerjaan lapangan Anggota: Komisaris Independen Willya Verdiana Wasita
v Pengkajian  cakupan jasa yang diberikan Anggota: Pihat Independe Neny Mariyani
kecukupan uji petik - Tugas dan| a. Melakukan penelahan terhadap pelaksanaan manaj
v Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Tanggung risiko yang dilakukan oleh Direksi
dan/atau KAP , , NEWTED) b. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajg
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak Il komite risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Interlill pemantau | c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas S
Akuntan Publik, dan hasil pengawasan De Risikc Kerja Manajeme Risikc
Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya. Rapat . Tanggal 24 Februari 2020 dan dihadiri lengkap o
. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan p Komite anggota komite.
akuntansi dan pelaporan keuangan bank. Agenda pembahasan rapat adalah:
Menelaah dan memberikan saran kepada De v Membahas SOP internal bank
Komise_lris terkait dengan adanya potensi bent v Membuat strategi dalam menghadapi damj
kepentingan bank. , penyebaran COVID-19
Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan infor v Revisi deskripsi pekerjaan KMR dengan menambah
bank etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat
. Tanggal 14 April 2020 dan dihadiri lengkap oleh angg
komite
Agenda pembahasan rapat adalah:
v Memberikan usulan rencana perubahan operasi
COVID-19
v Memberikan usulan atas aturadeadline laporan-
laporan BPR tahun 2020
. Tanggal 24 Juni 2020 dan dihadiri lengkap oleh angg
komite
Agenda pembahasan rapat adalah:
v Membahas tentang kesiapan bank dalam menjala
layananCardlessATM dan layanammobile banking
. Tanggal 10 September 2020 dan dihadiri lengkap
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anggota komite
Agenda pembahasan rapat adalah:

v Membahas tentang kesiapan bank dalam menjala
kredit linkage
v/ Membahas tentang pelaksanaan kegiatan APU-PPT

Selain komite-komite pelengkap Dewan Komisaris, Direksi

juga memiliki komite pendukung pelaksanaan tugas dan™

tanggung jawab Direksi, diantaranya:

3. Komite Manajemen Risiko

Dasar Hukum | « Peraturan OJK no. 13/POJK.03/2015 tents
Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkred
Rakyat
» SK Direksi no. SK-DIR-09/IX/2019 tentang Sur
Keputusan Komite Manajemen Risiko

Susunan Terhitung mulai tanggal 27 September 2019, Ko
Komite Manajemen Risiko terdiri dari:
Manajemen Ketua Komite: Direktur Kepatuhan Luh Budiasih
Risiko Anggota: Direktur Operasional Kadek Sri Wintari

Anggota: Direktut Bisnis Luh Putt Eke Suryan
Tugas dan| a. Menyusun kebijakan dan pedoman penera
Tanggung Manajemen Risiko.
Jawab Komite| b. Melakukan perbaikan dan/atau penyempurn
Manajemen pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan
Risiko evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko.

. Membuat pertimbangan dan/atau penetapan hal
yang terkait dengan keputusan operasional vy
menyimpang dari prosedur normal.

. Melaporkan hasil identifikasi, pemantauan dan ting
lanjut pengendalian risiko setiap semester a
sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan operasif
penerbitan produk baru dan/atau pelaksanaan akti
bart kepadi Direksi dar Dewar Komisaris

Rapat Komite | Selama tahun 2020 telah dilakukan rapat Ko

Manajemen Risiko sebanyak 2 (dua) kali dan diha

lengkap oleh anggota komite

Agenda pembahasan rapat adalah operasional

kepatuhan dan penyempurnaan kebijakan perkreditan

IV. BENTURAN KEPENTINGAN

IV.1 Penanganan Benturan Kepentingan

V.1 Fungsi Kepatuhan

V.1.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Satuan Kerja Kepatuhan dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian Satuan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas
(SPPK). Adapun tugas dan tanggung jawab SPPK adalah:

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan

OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang

relevan.

2. Menindaklanjuti rekomendasi pengkinian pedoman kerja,
tata kelola, dan prosedur kepatuhan berdasarkan
pengamatan dan usulan dari kepala bagian, manajer,
pimpinan cabang, satuan kerja audit intern (SKAI),
Direksi dan Dewan Komisaris.

3. Memberikan edukasi dan motivasi kepada staf SPPK
untuk bekerja sesuai kaidah dan etika.

4. Memberikanworkshopsecara berkesinambungan kepada
seluruh karyawan mengenai prosedur pelaksanaan yang
telah dituangkan dalam SOP/juklak/memo.

5. Mengevaluasi dan memantau pelaksanaan rencana kerja
staf SPPK.

6. Menjalin komunikasi yang aktif dengan Satuan Kerja
Audit Intern (SKAI) terkait temuan audit dalam
pelaksanaan pedoman kerja/tata kelola perusahaan.

7. Menjalin komunikasi yang aktif dengan Satuan Kerja
Manajemen Risiko terkait penerapan mitigasi risiko
tertentu ke dalam pedoman kerja/tata kelola perusahaan.

8. Mengawasi program sosialisasi yang dilaksanakan oleh
staf SPPK serta menilai kinerjanya.

9. Melakukan verifikasi aktual dan membuat skala prioritas
atas setiap laporan yang diberikan oleh staf SPPK.

10. Mengundang partisipasi dari setiap bagian dalam
penyusunan maupun perbaikan atas SOP/juklak/memo.

11. Mengevaluasi setiap pedoman kerja dan tata kelola yang
disusun oleh staf SPPK.

V.1.2 Aktivitas Kepatuhan Selama Tahun 2020

Satuan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas (SPPK) yang
menjalankan fungsi kepatuhan sudah melakukan kegiatan-

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Noméggiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya,
4/POJK.03/2015, bab X pasal 69 tentang penanganaliantaranya:

benturan kepentingan, PT. BPR Indra Candra menguraikad- Menyediakan akses dokumen perusahaan bagi seluruh
benturan kepentingan dalam SOP-DIR-13 (Tata Laksana Kkaryawan dan memastikan setiap dokumen relevan serta

Perlindungan Konsumen), SOP-KRE-04 (Analisa Kredit),
JK-KRE-01-03 (Pedoman Kebijakan Kredit).

IV.2 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Di tahun 2020, tidak terdapat transaksi benturan kepeaing

Nama Dan
NELEIE] Nama

Pihak Yang NELEEY] Jenis
Memiliki Pengambil Transaksi

Nilai
Transaksi
(Dalam Keterangan
Jutaan
Rupiah)

Benturan Keputusan
Kepentingan

V. FUNGSI SATUAN KERJA

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Indra Candra 2020

diimplementasikan dengan patuh oleh seluruh karyawan.
Jumlah dokumen perusahaan yang telah terdokumentasi
sejak tahun 2014 (sejak penerapan 1ISO 9001:2008) hingga
tahun 2020 (ISO 9001:2015) adalah 872 dokumen.

2. Melaksanakan sosialisasi davorkshop kepada seluruh
staf mengenai pelaksanaan SOP/juklak/memo guna
mendorong terciptanya budaya patuh dan disiplin.

3. Memberikan rekomendasi terhadap produk dan aktifitas
baru dan rekomendasi terhadap pengkinian prosedur serta
kebijakan perusahaan.

4. Dalam rangka mengelola resiko kepatuhan, SPPK
memastikan agar perusahaan tidak terlambat dalam
melakukan pelaporan kepada OJK, PPATK, LPS atau
regulator lainnya. Direksi telah menerbitkan ME-DIR-207
(DeadlineLaporan BPR), sehingga setiap karyawan dapat
mengetahui jenis laporan yang menjadi tanggung
jawabnya dan tenggat waktu dari masing-masing laporan
tersebut.
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Pemeriksaan operasional kerja bag
tabungan
On the spohasabah
Teliti uji petik perhitungan bunga dal
pajak ata: tabunga
Kredit Memeriksa fisik jaminan kredit d
khazanah
Mencocokkan fisik jaminan dengan kar
kontrol dan data di Perjanjian Kredit
Memeriksa pelaksanaan komitmen ba
terkait temuan OJK
Memeriksa fisik jaminan di pihak ketig
(notaris)
Memeriksa berkas kredit KL, D dan M
Memeriksa berkas kredit Hapus Buku
Memeriksa berkas kredit restrukturisasi
On the spotebitur
Memeriksa berkas kredit dengan plafon|
Rp.500 juta
Memeriksa pemantauan kredit setelah ca
Memeriksa keadaan dan perkembang
jaminan kredit
Memeriksa daftar jaminan yang tels
lunas namun belum diambil kembali olg
debitur
Memeriksa mekanisme penguncian pi
brankas dan khazanah
Memeriksa kesesuaian data antd
corebankdengan berkas kredit
Memeriksa daftar agunan yang mas|
dalam daftar AYDA/lelang/dijual
On the spotagunan yang dijaminkan ole
bank
Memeriksa terkait pembayaran Kred
Bisnis Mencocokkan daftar nominatif dengg
fisik penempatan bank lain
Memeriksa daftar ABA dan fisik bilye
deposito
On the spobank tujuan ABA, konfirmasi
nominal penempatan
Memeriksa penilaian terhadap tingk|
kesehatan bank (LDR, BOPO, ROA, C
Memeriksa pelaporan LTKT dan LTKM

V.2 Fungsi Audit Internal

V.2.1 Struktur dan Jumlah Auditor

Satuan Kerja Audit Internal dipimpin oleh seorang kepal
bagian dan dibantu oleh 2 orang tim auditor. Kepala SKA
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sel
dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris.

V.2.2 Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab SKAI adalah:

1. Memahami dan mematuhi peraturan dari regulator (B
OJK dan lainnya) serta segala aturan yang dibuat ole
perusahaan.

2. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja staf SKAI.

3. Mengawasi proses pemeriksaan dan audit yang dilakuk
oleh staf SKAI serta menilai kinerjanya.

4. Memeriksa hasil kerja dan laporan-laporan yani
dihasilkan oleh staf SKAI.

5. Memberikan edukasi dan motivasi kepada staf SKA
untuk bekerja sesuai kaidah dan etika.

6. Bersama Direktur Kepatuhan memberikmining dan
workshop kepada seluruh staf mengenai pelaksanaz
SOP/juklak/memao.

7. Membuat interpretasi atas hasil analisa terhadap lapor
keuangan perusahaan.

8. Menjalin hubungan dengan lembaga audit ekternal untt
kelancaran proses pemeriksaan.

9. Memantau dan memahami setiap perkembangan peratu
OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.

10. Melakukan komunikasi secara aktif dengan Direksi da
Dewan Komisaris  untuk  menemukan  obyek
pemeriksaan/investigasi khusus.

11. Memberikan masukan kepada Satuan Kerja Manajem
Risiko terhadap hal-hal dalam tata kelola perusahaan ya
perlu diperbaiki sebagai upaya mitigasi untuk mencegz
terulangnya pelanggaran.

12. Memberikan usulan pengkinian pedoman kerja, siste
dan prosedur kepatuhan.

13. Melakukan verifikasi aktual dan membuat skala prisrita
atas setiap penemuan yang dilaporkan oleh staf SKAL.

APU-PPT
Memeriksa daftar DTTOT
Memeriksa action plan APU PPT dan
realisasinya terkait pengkinian data
Memeriksa pelaporan keuangan nasal
asing

Akuntansi Memeriksa inventaris di neraca deng
dan nilai buku Rp. 1,-

Keuangan Memeriksa pendapatan rekonsiliasi An
Bank Aktiva
Memeriksa saldo buku besar RAK d3
perhitungan bunganya
Memeriksa kewajaran BKK
Memeriksa prosedu
penjualan/pemusnahan inventaris
Memeriksa  daftar inventaris d
keberadaannya
Memeriksa bukti penyetoran pajak
Memeriksa terkait perhitungan bung
kredit rekenin¢ korar

V.2.3 Pelaksanaan Tugas SKAI 2020

Tabungan Memeriksa proses penghimpung
dan pencatatan dan program APU-PPT
Deposito Memeriksa  stok  bilyet  deposits
baru/batal/cacat/lunas
Membandingkan formulir pembukaa
rekening, bilyet deposito dan bukti setora
On The Spohasabah
Memeriksa 10 deposan terbesar
Memeriksa proses penghimpung
pencatatan dan program APU-PPT
Memeriksa 10 nasabah terbesar
Memeriksa pelayanan selurérontliner
Memeriksa isi lacfrontliner
Memeriksa daftar rekeningpasif dan
membandingkan statusnya dengan peri
pemeriksaan sebelumnya
Memeriksa prosedur pengaman
rekenin¢ pasit

Memeriksa daftar inventaris

Persediaan stok buku tabungan, ka
EDC, bilyet deposito

Persediaan stok hadiah/souvenir
Memeriksa kartu pemeliharaan inventari

IT Memeriksa seluruh perbaikan yang telg
sedang dan rencana diajukan kepa
vendor
Memeriksa hasil temuan audit IT intern
dan eksternal serta penyelesaiannya
Memeriksa kepatuhan atas stand
penyelenggarai teknolog informas BPR
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-- e Memeriksa fasilitas penyimpana

dokumen
SDM dan
Diklat

o Memeriksa pengarsipan surat resmi d
pengajua baran¢dar j
. -

o Memeriksa jadwal pelatihan dalam 1 tah
dan yang sudah/belum terealisasikan
e Menggali permasalahan internal ant
Tabungan
dan
Deposito

karyawan maupun antara karyawan d

perusahaan
o Memeriksa database karyawan aktif, ya
Akuntansi
dan

akan/telah mengundurkan diri dan tel
ditanggung dalam dana pensiun
o Memeriksa proses rekrutmen karyaw
dar pelatihai kar

e Memastikan peratuaran dari regulaf

Keuangan

APU-PPT
e Mencocokkan secara random data hg
verifikasi petugas APU-PPT
Teller o Memeriksa kebenaran fisik kagcash
opname
Tabungan | © Memeriksa kelengkapan

sudah disesuaikan dengan aturan int|
review
penatausahaan dokumen nasabah
Audit Seluruh
Fungsional SEGIEN

o Memeriksa status kasus yang sedd
dalam proses hukum

e Memeriksa PKS dan
pihak ketiga

o Memeriksa kelengkapan
penatausahaan dokumen nasabah

e Teliti uji petik perhitungan bunga dal
pajak atas tabungan

e Teliti pelaksanaan pengamanan reken
pasif

o Memeriksa kelengkapan d
penatausahaan dokumen deposan

e Teliti sumber dana beberapa deposan y4
bernilai cukup besar

e Teliti uji petik perhitungan bunga dal
pajal atas depositt

e Memantau keadaan dan perkembang
jaminan kredit

o Mencocokkan fisik jaminan dengan kar
kontrol dan data di perjanjian kredit

o Memeriksa kredit KL, D, dan M

e Pemeriksane ke debitul (on the spot

e Memeriksa  sub-sub buku
pendapatan dan biaya

e Memeriksa saldo buku besar RAK d4
perhitungan bunganya

e Mencocokkan rincian kewajiban sege
dibawar dengan saldo menurut buku bes

o Memeriksa bukti penyetoran pajak

e Teliti kewajaral mutas kas hariar

o Memeriksa pengelolaan aktiva tetap

e Teliti bukti dan legalitas kepemilika
aktiva

e Pemeriksaefisik persediaa

e Memeriksa mekanisme pemantauan d
hasil pemantauan APU-PPT

e Teliti pelaksanaan pengkinian da
nasabah

addendum deng

bes

bank
o Memeriksa hasil survey kepuasan nasab
o Memeriksipelapora keluhat nasaba

o Memeriksa perjanjian yang sedang dald
e Teliti uji petik perhitungan bunga dal

pajak atas tabungan
e Teliti pengelolaan rekening pasif
o Memeriksa kebenaran fisik kagcash

e Seluruh aturan internal bank yaitu SO

uklak, deskripsi pekerjaan, dan memo

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Indra Candra 2020

V.2.4 Tindak Lanjut Direksi Terhadap Temuan Audit

SKAI

Direksi PT. BPR Indra Candra telah menindaklanjuti temuan
pemeriksaan tersebut dengan merekomendasikan perubahan
dokumen perusahaan baik berupa SOP/juklak/memo kepada
unit-unit kerja terkait, serta perbaikan-perbaikan tekyang

diperlukan.

Dokumen  perusahaan tersebut telah

disosialisasikan dan ditempatkan dalaigital repository
sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh karyawan.

V.2.5 Rencana Kerja SKAI 2021

a.

. Audit

Audit Operasional Audit untuk memeriksa kepatuhan
seluruh lini perusahaan dalam aspek finansial, operasiona
dan administrasi. Kegiatan yang dilakukan oleh auditor
operasional dapat diklasifikasikan berdasarkan perigalen
yaitu bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.

. Audit Fungsional Audit untuk memeriksa kepatuhan

terhadap sistem tata kelola perusahaan. Audit ini meliputi
pemeriksaan terhadap kepatuhan dan pemahaman terhadap
SOP, juklak,job descriptiondan memo. Audit ini juga
untuk memeriksa kesesuaian implementasi terkait dengan
pedoman sistem manajemen mutu. Periode pemeriksaan
audit fungsional adalah semesteran.

Teknologi  Sistem Informasi Audit atas
penyelenggaraan teknologi sistem informasi untuk
memastikan keamanan, mitigasi, dan pengendalian yang
dimiliki oleh bank. Periode pemeriksaan audit TSI
dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun

. Memeriksa langsung ke lapangam{site supervisiondi

Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagai
salah satu kegiatan utama SKAI dan tetap melakukan
kegiatan audit harian di Kantor Pusat seperti :

v/ Managerial Audit Meneliti kebijakan-kebijakan
Direksi apakah telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, antara lain dalam penetapan suku bunga kredit,
penetapan suku bunga dana, pembentukan PPAP,
penghapusbukuan kredit, dan lain-lain

v Vouchingdan Verifikasi Meneliti keaslian, keabsahan,
dan keakuratan seluruh transaksi, diantaranya transaksi
harian bank, Bukti Kas Masuk (BKM), Bukti Kas
Keluar (BKK), pembayaran angsuran kredit, dan data
Customer Information Systef@IF)

v/ Memantau komitmen dan penyelesaian terhadap hasil
temuan audit periode sebelumnya oleh unit-unit kerja
terkait

. Pemantauan hasil audit:

v Memantau komitmen yang dibuat oleh unit-unit kerja,
baik di kantor pusat, kantor cabang dan kantor kas dari
pemeriksaan periode sebelumnya.

v/ Membuat dan menginformasikan kepada unit-unit kerja
yang belum melakukan dan/atau belum menyelesaikan
komitmen sesuai dengan jadwal dan jangka waktu yang
telah disepakati.

v Melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus
yang terjadi dari hasil pemantauan dan/atau dari laporan
baik dari pihak manajemen maupun dari pihak lain,
dikarenakan adanya penyimpangan atau potensi
terjadinya penyimpangan.
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V.2.6 Pelatihan/Seminar 11. Mendampingi staf APU-PPT dalam melakukan kunjungan

kerja ke nasabah yang masuk dalam kategori resiko tinggi

Untuk menunjang pengetahuan di SKAI, berikut adalah12.Memantau perubahan dan perkembangan peraturan di
kegiatan pelatihan/seminar/sosialisasikkshop yang telah ranah Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
diikuti selama tahun 2020: 13. Merancang materi pelatihan tentang penerapan program
APU-PPT bagi karyawan perusahaan.

Pelatihan/Sosialisasi/Seminar/ 14. Memantau kinerja staf APU-PPT
Workshop

17 Desembe 202( Lega & Complainct Challengt 2021

18 Desembe 202( Audit IT Sesuz Regulas

21 Desmbe 202( Bankin¢ Outlook 2021

Tempat Tanggal

Kantor
Pusat PT.
BPR
Indra
Candra
(Zoom)

V.4 Fungsi Manajemen Risiko

V.4.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Tanda Tangan Digital, Legalitas dan
Keamanan

22 Desember 2020

Satuan Kerja Manajemen Risiko dipimpin oleh seorang

Kepala Bagian Manajemen Risiko (KBMR). Adapun tugas

dan tanggung jawab KBMR adalah:

1. Membuat dan memantau rencana kerja staf MR dan legal.

2. Memberikan edukasi dan motivasi kepada staf MR dan
legal untuk bekerja sesuai kaidah dan etika.

) ] 3. Menilai dan memberi masukan kepada Direktur
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepatuhan tentang kinerja staf MR dan legal.

(APU-PPT) dipimpin oleh kepala bagian APU-PPT yang 4. \Mengawasi proses pemeriksaan dokumen hukum yang

berkedudukan di kantor pusat dan dibantu oleh 2 orang ihasilkan maupun yang diterima oleh bank.

anggota yang berkedudukan di kantor cabang. Kepala APUs  pemberikan panduan dan masukan kepada staf legal

PPT bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. ggjam mengambil setiap langkah hukum  untuk
kepentingan bank

. Memeriksa setiap laporan yang diproduksi oleh setiap

bagian dalam bank sebelum dikirimkan kepada OJK dan

BI.

Mencari, mempelajari dan merangkum setiap ketentuan

V.3 Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme (APU-PPT)

V.3.1 Struktur dan Jumlah APU-PPT

V.3.2 Tugas dan Tanggung Jawab APU-PPT 6

Tugas dan tanggung jawab APU-PPT adalah sebagai berikut:
1. Memahami dan mematuhi peraturan dari regulator (BI,7.

OJK dan lainnya) serta segala aturan yang dibuat oleh

perusahaan yang terkait bagiannya.

Memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan peraturarg.
lainnya yang terkait dengan penerapan APU-PPT telah

dipahami, dipatuhi, dan dilaksanakan dengan baik oleh

staf APU- PPT daffrontliner. 9.
Memastikan staf APU-PPT telah menjalankan tugas

dan peraturan yang relevan dengan bank yang dikeluarkan
OJK dan BI.

Mencari masukan dari bagian lain terhadap hal-hal yang
belum diatur dalam kebijakan/prosedur/sistem
pengendalian yang dimiliki oleh bank.

Mempelajari, menganalisa, dan merangkum setiap
kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh bank

pemeriksaan dokumettiecklist dengan baik dan dibandingkan dengan perusahaan sejenis.
menyeluruh. 10. Memeriksa akurasi perhitungan rasio kinerja bank,
4. Memberikan pertimbangan secara obyektif atas menganalisa, serta melaporkannya kepada Direksi.

penerimaan dan/atau penolakan permohonan pembukaarl. Memberi rekomendasi dan masukan kepada Direksi dan

rekening atau transaksi oleh calon nasabah/WIC yang
tergolong beresiko tinggi.

manajer untuk setiap langkah strategik yang akan diambil

12. Memberi rekomendasi dan masukan kepada Direksi
. Memastikan profil nasabah tersimpan dengan lengkap dan

mengenai penyempurnaan dokumen legal bank.

akurat serta dapat digunakan sewaktu-waktu untuk proseg3. Memahami dan mematuhi peraturan dari regulator (BlI,

verifikasi.
Melakukan koordinasi dengan bagian terkait terhadap
penemuan transaksi keuangan yang mencurigakan.
Memberikan usulan penyempurnaan sistem kerja bagian
APU-PPT kepada Direksi.

OJK dan lainnya) serta seluruh aturan perusahaan.

V.4.2 Pelatihan/Seminar

] Untuk menunjang aktifitas dan meningkatkan pengetahuan di
Memantau staf APU-PPT dalam pemeliharaan Daftaryagian

manajemen resiko, berikut adalah kegiatan

Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang pelatihan/seminar/sosialisagdrkshop yang telah diikuti
diberikan oleh OJK atau melalui informasi yang tersediase|ama tahun 2020

di media massa.

. Memeriksa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigaka
(LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan empat

Tanggal

Pelatihan/Sosialisasi/Seminar/
Workshop

Sosialisasi APPK

laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Ka'ggk':;uzat PT]  9-1CJuli 202( Sosialisas SIPEDULI
ndra
Candra(Zoom

Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pids
Pencucian Uang (UU PPTPPU) untuk disampaikan
kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuang
(PPATK) berdasarkan persetujuan Direksi.

10. Memastikan segala bentuk pelaporan ke instansi terkait

seperti OJK, Bl, dan PPATK berjalan tepat waktu dan g, ,an

lengkap.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Indra Candra 2020

19 Agustus 2020

4.3 Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi terhadap

penerapan Manajemen Risiko

Kerja Manajemen Resiko melaporkan hasil

analisa/kajian serta memberikan rekomendasi kepada firek
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dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Tindak lanjuketentuan yang berlaku. Laporan penyediaan dana kepada
atas rekomendasi dapat berupa laporan atau perbaikapihak terkait dirangkum dalam tabel di bawah ini:

terhadap sistem operasional yang dicatat dalam

SOP/juklak/memao.

V.5 Fungsi Audit Eksternal

Direksi PT. BPR Indra Candra berdasarkan persetujuan dari
Dewan Komisaris telah menunjuk akuntan publik untuk tahun
buku 2020 dan menetapkan jumlah honorarium serta
persyaratan lainnya bagi akuntan publik yang ditunjuk
tersebut, guna melakukan audit independen atas laporan
keuangan tahun buku 2020. Kantor Akuntan Publik (KAP)
yang ditunjuk adalah Arnaya & Darmayasa. Direksi juga
menetapkan Audit Kaji Ulang terhadap pelaksanaan fungsi
audit intern untuk tahun 2017, 2018 dan 2019 serta Audit
Kepatuhan Penyelenggaraan Tl atas layamaile banking
dan layanan cardless ATM untuk tahun 2020 vyaitu
menggunakan PT. Veda Praxis dan PT Skypro Manajemen
Teknologi

Berikut adalah KAP yang melakukan audit di PT. BPR
Indra Candra selama tiga tahun terakhir, Audit Kaji Ulang
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern untuk tahun 2017,
2018 dan 2019 serta Audit Kepatuhan Penyelenggaraan TI
untuk layanarmobile bankingdan layanarcardlessATM di
tahun 2020:

& Rekat Djogosarkor:
& Rekat Djogosarkor:

2020 | Made Arnaya, CPA

Kantor Akuntan Publik Nama Akuntan Perorangan
2020 | Indra Wiguna Marathanu, CPA el nggr;i‘Marathanu,

Kantor Audit TI Mbanking Nama Direktur Utama

2020 PT. Veda Praxis Harry Dahlan

KantorAugllt_'\';I Cardless Nama Direktur Utama
PT. Skypro Manajemen

Total biaya audit umum laporan keuangan PT. BPR
Indra Candra tahun buku yang berakhir per 31 Desember
2020 adalah Rp. 15.000.000,- (termasuk PPN), Audit Kaji
Ulang adalah Rp. 20.000.000,- (termasuk PPN) dan total
biaya audit kepatuhan penyelenggaraan Tl tahun 2020 adalah
Rp. 55.000.000,- (termasuk PPN).

VI. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
VI.1 Penyediaan Dana Terhadap Pihak Terkait

Bank telah memiliki Pedoman Kebijakan Kredit dan Prosedur
Perkreditan Bank. Dewan Komisaris berperan dalam
melakukan pengawasan untuk memastikan penyediaan dana
kepada pihak terkait dan tidak terkait telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selama tahun 2020, penyediaan dana kepada pihak
terkait maupun tidak terkait telah dilaksanakan sesuajaien
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Nama Bank : PT. BPR Indra Candra Dalam Ribuan Rupiah

Alamat : JI. Pramuka No. 10 Singaraja Modal KPMM: Rp.105.380.449
Kota/Kabupaten : Singaraja/Buleleng BMPK Pihak Terkait (10%): Rp. 10.538.045
Bulan Laporan : Desember 2020

Tanggal Cetak : 31 Desember 2020

Pada Saat Pemberian Realisasi Penyediaan Dana

- Hubungan Keterkaitan ; .
Nama Peminjam/ Bank Dengan BPR Penyediaan Dana/ Agunan Likuid/ Penyediaan Dana/ Baki DebeNetto Kualitas
Tanggal Baki Debet : e : 2
. - Bagian Yang Dijamin (dalam ribuan rupiah)
(dalam ribuan rupiah)

Individu Peminjam - ¢ 0 00000]
| HandkWidiata |  PemegangSaham | 15/06/2020 | 1627675 | [ = 1672675 |
Pimpinan Cabang
| Jumlah Penyediaan Datvetto | 0 000000 0 7469 0| 00| |
| Jumlaf Penyediaa Daneyan MelampavMmPky | /- [ | |

ediaa Danz Baki Debe Nettc yanc Diperhitungka Dalarr Perhitunga BMPK (I-1I _—

| 6 |
| 8 |
[ 9 |

VI.2 Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait

Sampai dengan periode 31 Desember 2020, tidak terdapaggelan BMPK kepada pihak tidak terkait sebagaimana dixanglalam tabel di bawah ini:

Nama Bank : PT BPR Indra Candra Dalam Ribuan Rupiah

Alamat : JI. Pramuka No. 10 Singaraja Modal KPMM: Rp.105.389
Kota/Kabupaten : Singaraja/Buleleng BMPK Pihak Tidak Terkait (20%): Rp. 21.076.090
Bulan Laporan : Desember 2020 Kelompok Peminjam Tidak Terikat (30%): Rp. 31.614.135

Tanggal Cetak : 31 Desember 2020

Nama Peminjam/Bank Pada Saat Pemberian Realisasi Penyediaan Dana Pelanggaran BMPK Persentase Pelanggaran

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Indra Candra 2020 Page21of 30



Penyediaan . " (Dalam Ribuan BMPK
Tanggal Dana/Baki Debet Agunan Likuid/ Bagian Penyed|aanNI?e?tr(1)a/Bakl Bz Rupiah)
(dalam ribuan Yang Dijamin h .
(dalam ribuan rupiah)

NIHIL
Total Pelanggare
Total Keseluruhan Pelanggaran Tidak Terkait

Pelanggaran BMPK: 0.00 %
VI.3 Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Terkait

Sampai dengan periode 31 Desember 2020, tidak terdapaggelean BMPK kepada pihak terkait sebagaimana dirangkuamdabel di bawah ini:
Nama Bank : PT. BPR Indra Candra Dalam Ribuan Rupiah

Alamat : JI. Pramuka No. 10 Singaraja Modal KPMM: Rp.105.389
Kota/Kabupaten : Singaraja/Buleleng Pihak Terkait (10%): Rp. 10.538.045
Bulan Laporan : Desember 2020 BMPK Pihak Tidak Terkait (20%): Rp. 21.076.090
Tanggal Cetak : 31 Desember 2020

Kelompok Peminjam Tidak Terkait (30%): Rp. 31.614.135

Nama Peminjam/Bank Keterkaitan Penyediaan Dana/Baki Debet PEEREEE La;)orand DarzliEskIDEDETNEH Pelampauan BMPK Kualitas
(dalam ribuan rupiah) Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin enyediaan Dana/ Baki Debet Netloj  (qalam ribuan rupiah)

(dalam ribuan rupiah)

- ]
______
VII. RENCANA BISNIS BANK

Penyusunan rencana bisnis bank mengacu kepada Perati¢aro@ar 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, FaratdnJK nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank
Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariatsdaast Edaran OJK nomor 52/SEOQJK.03/2016 tentang RencanégsHBank Perkreditan Rakyat.
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VIIl.  TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN terendah diterima oleh Komisaris Independen dimana rasio

NON KEUANGAN terendah adalah 86,21% dari gaji Komisaris Utama.
4. Rasio gaji Komisaris tertinggi dan Direksi tertinggi:
VIIl.1  Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Rasio gaji Komisaris Utama adalah 69,05% dari gaji
Keuangan Bank Direktur Utama, sedangkan rasio gaji Komisaris

Independen adalah 59,52% dari gaji Direktur Utama.

Dalam rangka penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dab. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi:
Non Keuangan, PT. BPR Indra Candra wajib mengumumkan Rasio gaji tertinggi Direksi diterima oleh Direktur Utama
laporan keuangan dalam waktu dan bentuk yang telah sedangkan gaji tertinggi pegawai diterima oleh pimpinan
ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bentuk-bentuk penyampaia cabang dengan rasio gaji pegawai tertinggi adalah sebesar
informasi tentang kondisi keuangan dan non-keuangan PT 64,76% dari gaji Direktur Utama.
BPR Indra Candra adalah sebagai berikut:
1. Laporan Keuangan Publikasi triwulanan yang disampaikan

kepada OJK meyajikan perbandingan dengan Laporan

Keuangan Publikasi triwulan tahun sebelumnya. Bank

telah menampilkan laporan publikasi pada TV informasi di

kantor pusat dan di seluruh kantor cabang serta pada papan

pengumuman di seluruh kantor-kantor kas, termasuk juga

pada situs resmi PT. BPR Indra Candra.
2. Laporan Tahunan meliputi profil perusahaan seperti

kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi

dan kebijakan manajemen serta laporan keuangan yang

meliputi Neraca, Laba Rugi dan catatan keuangan lainnya.

Laporan Tahunan PT. BPR Indra Candra disusun sesuai

dengan standar akuntansi keuangan BPR dan telah diaudit

oleh KAP.
3. Laporan Bulanan yang disampaikan ke OJK meliputi data

pokok, laporan posisi keuangan, rekening administratif,

laba rugi, daftar rincian dari pos tertentu, laporan posisi

keuangan, informasi terkait pelanggaran dan pelampauan

BMPK dan rasio keuangan triwulanan.
4. Laporan Tahunan LPS yang disampaikan ke Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS) memuat perbandingan data dan

informasi  laporan  keuangan beserta rasio-rasio

keuangannya.
5. Laporan Pajak Bulanan yang disampaikan ke Kantor Pajak

meliputi laporan atas pembayaran PPH Pasal 4 Ayat 2 atas

bunga tabungan dan deposito dari dana pihak ketiga, PPH

21 karyawan serta PPH 23 jasa
6. Selain informasi yang diwajibkan oleh ketentuan, bank

juga menyajikan informasi mengenai produk dan layanan

perbankan termasuk jaringan kantor di situs resmi bank.
7. Informasi produk dan layanan juga disajikan melaluinisa

maupun tertulis dalam bentuk brosur atau media elektronik

lainnya yang berisi karakteristik produk, manfaat dan

resiko produk serta informasi lainnya untuk kepentingan

nasabah.

VIII.2 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Berikut ini adalah rasio gaji tertinggi dan terendah di PT.

BPR Indra Candra pada tahun 2020:

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah:Gaji
tertinggi diterima oleh pimpinan cabang sedangkan gaji
terendah diterima oleh staf, dimana rasio terendah adalah
13,23% dari gaji tertinggi yang diterima pegawai.

2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah: Gaji
tertinggi diterima oleh Direktur Utama, sedangkan gaji
terendah diterima oleh Direktur Kepatuhan dimana rasio
gaji Direksi yang terendah adalah 61,90% dari gaji
Direktur Utama.

3. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah: Gaji
tertinggi diterima oleh Komisaris Utama sedangkan gaji
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VII1.3 Penyimpangan Internal ( Internal Fraud) Selama tahun 2020, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komiitdak tersangkut atau
terlibat dalam kasus dan/atau perselisihan perdata darpatana.

Jumlah kasus penyimpangan interfiaternal fraud)dengan nilai kerugian/penyimpangan

di atas Rp. 100 Juta selama tahun 2020 adaldfii sebagaimana disajikan dalam tabel

berikut:

Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh

dalam 1 Tahun
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
ebelumnya r Sebelumnya Laporan Sebelumnya Laporan ebelumnya Laporan

diselesaika N|h||

Dalam prose
penyelesaian di Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
interna bank
Belum
diupayakan Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil N|h||
penyelesaiann
Telah
d|t|nda!<lanjut| Nihil Nihil Nihil Nihil
melalui proses
hukum

VIll.4 Permasalahan Hukum

VIII.4.1 Permasalahan Hukum yang Dihadapi Bank

PT BPR Indra Candra harus menghadapi dan mengantisipasirigiman terjadinya
kegagalan kredit maupun permasalahan hukum lainnya. Sefamun 2020, terdapat
permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT. BPR Indra Cargetsterlihat dalam tabel
berikut:

Jumlah

Permasalahan Hukum

Telal selese (telat mempunye kekuatal hukurn yang tetap

Dalan prose penyelesaiz 6 | - |
Total 6 | |

VIIl.4.2 Perkara Penting yang Sedang Dihadapi oleh Direksidan Anggota Dewan
Komisaris yang sedang Menjabat
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IX. EDUKASI DAN LITERASI

Berdasarkan Surat Edaran OJK nomor 1/SEQJK.07/2014 gpRalaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literaisathgan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat, PT. BPR
Indra Candra turut menyelenggarakan edukasi dan liteegsada seluruh masyarakat. Selama tahun 2020, bank telaksaebkan kegiatan edukasi dalam rangka meningkatkaaslite
keuangan kepada konsumen maupun kalangan masyarakat:

Total
Frekuensi | Wilayah/ Biaya Waktu
Total Provinsi Edukasi Pelaksanaan

Status
Target Kategori Program
Edukasi

Target
Edukasi

Nama Program Literasi Pihak

Keuangan Terlibat Bentuk Aktivitas

Peningkatan
Pengenalan LIK, Pengenalan Prody EdukasidanLiterasi PT. BPR Pengetahuan,
nasabah | Dana dan Kredit keuangan kepada guru-guru| Indra Candra Peningkatan
Keyakinan

Interaktif.
Sosialisasi dan tata 600.000 Februari
muka
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X. PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN Responsibility(CSR) dengan perincian biaya sebagai berikut
PENGADUAN NASABAH (dalam ribuan rupiah):

Perlindungan konsumen merupakan perlindungan dari Pelal<
Usaha Jasa Keuangan (PUJK) kepada seluruh nasabahr : egiatan : :
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuang: st Eliizezy 3.555

. . Pembagian RS UNUD Jimbaran
nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumeil  <Eaei2iori)

Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan konsumen menerapk Pembagian
prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan = April 2020 APD,

kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, se S;”iFiZfeSta”
esiniekta

penanganan terhadap pengaduan hingga penyelesaianr Pembagian
secara sederhana, cepat, dan efisien. 11 Mei 2020 RS Giri Mas Buleleng
ot pada Surat Edaran tortas Josa Kevangan non I T N e I
. . 19 Mei 2020 RS Giri Mas Bulelen 3.090
didasarkan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan non falid®) _ _g
2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaid il B i RIS S
11Desembe202C | Donoidarat | KantoiPusaSingaraji | - |

Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. A4 955

RS Giri Mas Buleleng

X.1 Perlindungan Nasabah Berikut kegiatan donor darah bekerjasama dengan PMI

Singaraja, sumbangan makan siang, masker, seragam APD,
sembako,sanitizer dan desinfektanyang dilaksanakan PT.

PT. BPR Indra Candra memiliki SK nomor BPR Indra Candra :

47/SK.DIR/BIC/6/2017 tentang Perlindungan Konsumen dan
SOP-DIR-13 (Tata Laksana Perlindungan Konsumen).

e i
X.2 Penanganan Pengaduan Nasabah % -

PT. BPR Indra Candra telah memiliki SOP dan juklak dalam
menangani pengaduan nasabah, dengan tujuan un
memastikan bahwa semua keluhan nasabah tercatat secj
sistematis, tertangani dengan baik dan cepat sesuai sasa
mutu perusahaan sebagaimana tercantum dalam SOP-SPK-
(Penanganan Keluhan Nasabah) dan JK-DIR-13-03 (Tat;
Laksana Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsume
Tabel berikut menyajikan data keluhan nasabah yang A
diterima selama tahun 2020: Donor darah Sumbangan makan siang

(15 Februari 2020) (2 April 2020)

Keluhar yanc diterime

Keluhar yanc terselesaike dengal baik N

XI. SUMBANGAN UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN
POLITIK

XI.1 Kegiatan Politik

Sumbangan makan siang Sumbangan makan siang
PT. BPR Indra Candra tidak pernah terlibat dalam kegiatan  di RS Giri Mas Buleleng di RS Umum Buleleng
politik dan tidak pula memberikan bantuan berupa apapun (2 April 2020) (2 April 2020)
untuk kegiatan politik. [

XI.2 Kegiatan Sosial

PT. BPR Indra Candra secara konsisten terus berupa
memberikan kontribusi optimal pada kegiatan sosial yangy}
diselenggarakan secara rutin dan berkala. PT. BPR Indri |
Candra turut aktif berkontribusi terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondis
lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial
perusahaan. Kegiatan sosial difokuskan pada pengembangé : Pete ey /
bidang sosial dan kesehatan terutama bagi masyarakat yang Sumbangan makan siang Sumbangan masker
membutuhkan. (9 April 2020 (9 April 2020
Untuk tahun buku 2020, PT. BPR Indra Candra
melakukan  beberapa  kegiatan Corporate  Social
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Sumbangan seragam APganitizer desinfektardi RS Giri Mas Buleleng
(16 April 2020)

Il LR )

Sumbangan APD di RS Universitas Sumbangan masker

Udayana Jimbaran Kuta Selatan (16 April 2020)
(16 April 2020)

‘__‘llr
)
Sumbangan sembako Sumbangan seragam APD
(24 April 2020) di RS Giri Mas Buleleng
(5 Mei 2020)

Donor darah .
(5 Mei 2020 (4 Septembe 2020

‘Sumbangan sembako
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Donor darah
(11 Desembe 2020

Xll. HUBUNGAN KARYAWAN
XIl.1 Kesejahteraan Karyawan

Kesejahteraan karyawan direalisasikan dengan berbagai ca

diantaranya melalui:

1. Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek)
Tunjangan Kesehatan (BPJS), pinjaman dengan bunga
khusus, check-up gratis di Prodia dan Dana Pensiun
Karyawan (DPK).

2. Lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan agar dapat
meningkatkan motivasi dan produktifitas kerjanya.

3. Jenjang karir yang sistematis, progresif dan terbuka bag
seluruh karyawan.

XIl.2 Pemutusan Hubungan Kerja

Perusahaan berusaha untuk mencegah terjadinya Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK). Dalam hal Pemutusan Hubungan
Kerja tidak dapat dihindari, maka pelaksanaan Pemutusan
Hubungan Kerja merujuk kepada Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

XIl.3 Pengembangan Karyawan

Perusahaan adalah organisasi berbasis kinerja, dimaiap set
karyawan dihargai berdasarkan kontribusinya kepada
perusahaan. Setiap karyawan mendapatkan kesempatan yang
sama untuk mengembangkan diri melalui jalur-jalur karir
yang disediakan. Di samping manajemen karir yang jelas,
perusahaan juga merancang berbagai bentuk program
pelatihan yang diselenggarakan oleh Perbarindo maupun
lembaga pendidikan lainnya. Pelatihan tersebut dilaksama
secara komprehensif mencakup pengembangan pribadi
kepemimpinan, dan keterampilan teknis. Sepanjang tahun
2020, PT. BPR Indra Candra telah mengalokasikan biaya
pendidikan dan pengembangan karyawan sebesar
Rp.121.396.700,-.

Xlll. KOMUNIKASI INTERNAL

Keberhasilan komunikasi internal sangat ditunjang dari
muatan informasi yang disebarkan, serta media komunikasi
itu sendiri. Kedua hal ini sangat saling terkait agar seiuru
karyawan dapat mengerti informasi yang disampaikan dengan
cepat dan tepat. Media komunikasi internal yang tersedia
diantaranya:
1. Facebook LamanFacebookPT. BPR Indra Candra yang
ditujukan sebagai media komunikasi internal dan eksternal
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Dalam fungsinya, Facebook tidak hanya menyajikan
informasi perusahaan dan informasi seputar dunia |
keuangan, tapi juga informasi mengenai aktivitas .
karyawan PT. BPR Indra Candra. Bank membuka jalur| T g
komunikasi langsung kepada siapapun untuk dapa‘! = . ) et .

menghubungCustomer Servicmelalui fitur Messenger :
2. Situs resmi: Melalui situs resmi www.bprindra.com s s -

P BPR Indru Candra
Buleleng

seluruh informasi mengenai produk, layanan, dan berite A LRI
terkini dapat diakses oleh siapapun. / p iIII'H|IiHI|\'\ ﬁm\
3. Whatsapp Melalui Whatsapp groupproses penyebaran y \ f e
informasi kepada seluruh karyawan dapat dilakukan lebih P L - r
cepat dan efisien. Penggunaan aplikK#hhatsappsangat R = / m
membantu jalinan komunikasi verbal maupun visual. e
4. SMS Broadcast Pengirimancontent sms broadcasang S
pantas dan informatif untuk kepentingan perusahaan dau G

nasabah, seperti memberikan ucapan selamat, berit
maupun konfirmasi.

5. Instagram InstagramBPR Indra ditujukan sebagai media
komunikasi internal dan eksternal

6. TV informasi: Penyebaran informasi dilakukan melalui

infi

bank

TV informasi yang terdapat di kantor pusat dan kantor- e
kantor cabang. Pengumuman-pengumuman penting kepac

nasabah disampaikan melalui TV karena sifatnya yanc @
interaktifdan mudah untuk diperbaharui. CERTIFICATE OF REGISTRATION

CERTIFICATE

The ity W e sk
PT.BPR INDRA CANDRA Wanagemend Syale wm par

7. Meeting Komunikasi internal melalumeetingmingguan

maupun meeting manajemen diharapkan  dapat e - 2
memberikan masukan maupuieedback dari’ke atasan o st 200 —
masing-masing. NERY w40 il

P o g 3 e R et
Barieny Sarsioes for Savinge. Craed & wme Dagmait

XIV. PENGHARGAAN

PT. BPR Indra Candra menerima penghargaan dari pihal
independen yang melakukan penilaian terhadap kinerje
perusahaan. Penghargaan ini selain merfjpadichmarkbagi il
bank dalam rangka peningkatan kinerja, juga merupakan
pengakuan industri atas upaya dan pencapaian bank dalam
menjalankan usahanya.

ik - nfobank

AR,

BPR INDRA CAKDRA PT.EFR
BULELENG

" g el

I

nkoink

PI. HPR INDRA CANDEA PT. BPR IHDRA CAHDRA
BLLLLENG i BULELENG

i“ﬁ]bﬂ“k - XV. SELF ASSESSMENT

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi
kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan serta nilaiatika

|
|
o |
L 433 |

Bp;—yﬂﬂ-——-“ 4 yang berlaku, pada tahun 2020 PT. BPR Indra Candra
kembali melakukan GCGself assessmenyang mengacu
E - : . kepada ketentuan OJK tentang penerapan Tata Kelola bagi
infobank Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana yang diatur dalam
R POJK nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa
o e Keuangan nomor 5 /SEOQJK.03/2016.
- Dalam kegiatanself assessmentersebut, penilaian
il = I terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dilakukan aecar
— - berkala dan difokuskan kepada 11 faktor penilaian, yakni:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
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© N AW

Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite. 10.Bank telah memiliki acuan kerja yang jelas dalam

Penanganan benturan kepentingan.
Penerapan fungsi kepatuhan
Penerapan fungsi audit internal
Penerapan fungsi audit eksternal
Penerapan manajemen  risiko
pengendalian intern.

Batas Maksimum Pemberian Kredit.

termasuk  sistem

16. Rencana Bisnis Bank.
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, lapora

pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.
Kesimpulan umum hasiself assessmerdCG di PT.

menyampaikan informasi kondisi keuangan dan non-
keuangan. Informasi yang tersedia akurat dan tepat waktu
dengan didukung oleh sistem informasi manajemen dan
sumber daya manusia yang kompeten sehingga
memungkinkan bank menjalankan prinsip GCG dengan
lebih konsisten. Penyusunan Laporan Keuangan, Publikasi
serta Laporan Pelaksanaan GCG secara periodik telah
dilakukan dengan baik untuk memastikan bank dalam
melaksanakan kegiatan usahanya telah berpedoman pada
prinsip-prinsip GCG.

BPR Indra Candra untuk posisi per 31 Desember 2020 secardV.2 Governance Process
umum “Baik”. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang

memadai atas prinsip-prinsip GCG, meliputi

11 faktor 1.

Dewan Komisaris telah cukup baik melaksanakan

penilaian pelaksanaan GCG secara komprehensif dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung
terstruktur sebagai suatu proses yang berkesinambungan
mencakupGovernance StructureGovernance Procesdsan
Governance Outcome.

XV.1 Governance Structure

1.

Struktur Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Indra
Candra telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan
memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya. Kecukupan struktur meliputi jumlah anggota, 2.
komposisi, domisili, rangkap jabatan, independensi ferka
hubungan keuangan dan keluarga, serta integritas dan
kompetensi yang sesuai dengan kompleksitas bank.

Bank memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau
Risiko yang terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak
Independen, dimana pemenuhan Pihak Independen yang
masih kurang lengkap. 3.
Bank cukup maksimal memiliki sistem dan prosedur 4.
benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan
karyawan bank.

Bank telah memiliki Direktur yang membawahi Fungsi
Kepatuhan. Pelaksanaan fungsi kepatuhan juga dilakukan
oleh Satuan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas
(SPPK) yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi
operasional.

SKAI telah mendukung terlaksananya independensi audit
internal dan menyusun panduan audit internal yang secar8.
periodik dikaji dan dikinikan agar fungsi audit dapat
terlaksana dengan baik. SKAI sebagai pelaksana audit
internal telah berusaha menjaga independensinya melalui
pemisahan tugas dan tanggung jawabnya dengan kegiatan
operasional bank. 6.
KAP sebagai pelaksana audit eksternal mempunyai
kualifikasi yang baik dan telah terdaftar sesuai dengan
peraturan OJK.

Pemenuhan pejabat eksekutif untuk melaksanakan
penerapan manajemen risiko masih terus diupayakan bank.
Bank telah memiliki prosedur tertulis yang memadai 7.
terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada
pihak terkait, debitur grup dan/atau debitur besar sebagai
bagian dari Prosedur Perkreditan.

Rencana strategis bank telah dituangkan dalam Rencana
Bisnis Bank dimana penyusunan rencana strategis tersebut
sudah sejalan dengan visi dan misi bank dan telah8.
mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris serta
didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Indra Candra 2020

jawab serta memberikan nasehat kepada Direksi,
mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan strategis bank, ketidakterlibatan dalam
operasional kecuali yang diperbolehkan sesuai peraturan,

kecukupan rapat, pengambilan keputusan yang
independen, kecukupan laporan dan keterbukaan
informasi, kecukupan kebijakan dan prosedur serta

memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit internal
audit eksternal, OJK dan otoritas lainnya.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan yang
berlaku serta sesuai dengajob description secara
independen dan efisien, termasuk dalam pelaksanaan
prinsip-prinsip GCG, menindaklanjuti semua hasil temuan
audit dan merekomendasikan hasil dari audit internal,
audit eksternal, OJK melalui rapat manajemen.

Selama tahun 2020 tidak terdapat benturan kepentingan.
Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan telah
berupaya membentuk budaya kepatuhan melalui Satuan
Pengawasan dan Pengendalian Kualitas (SPPK) yang
menangani kepatuhan antar lain melalui sosialisasi dan
pelatihan ketentuan-ketentuan terkini, melakukemiew
dan/atau  merekomendasikan dan  penyempurnaan
kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang
dimiliki bank sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan
perundang-undangan lainnya.

Selama tahun 2020, SKAI telah melaksanakan kegiatan
audit berdasarkan pedoman audit yang dibuat.
Pelaksanaan fungsi audit dilaksanakan secara independen
yang mencakup persiapan, penyusunan program,
pelaksanaan, pelaporan hasil, dan tindak lanjut hasit.audi
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan bank, PT.
BPR Indra Candra telah menunjuk Akuntan Publik dan
KAP sesuai usulan Dewan Komisaris dan Komite Audit
serta memperoleh persetujuan RUPS dan Bank telah
melaporkan hasil audit KAP daManagement Letter
kepada OJK.

Direksi cukup baik dalam menyusun kebijakan dan
pedoman penerapan manajemen risiko serta melakukan
pengembangan budaya manajemen risiko pada jenjang
organisasi dengan meningkatkan kompetensi SDM
melalui pelatihan atau sosialisasi mengenai manajemen
risiko.

Proses pemberian kredit oleh bank kepada pihak terkait
dan atau pemberian kredit besar telah memenuhi
ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip
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kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, bank

lainya. juga telah melaporkan penanganan dan penyelesaian
9. Rencana Bisnis Bank telah disusun dengan pengaduan sesuai ketentuan OJK atau otoritas lainnya.

memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat

mempengaruhi kelangsungan usaha baalasperbankan  XV.4 Nilai Komposit dan Peringkat Komposit

yang sehat, prinsip kehati-hatian dan penerapan

manajemen risiko. Dewan Komisaris telah melaksanakarHasil self assessmenECG tahun 2020 setelah penerapan

pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis bank. manajemen resiko menunjukkan bahwa penerapan GCG di
10. Bank telah menyusun, menyajikan, dan mempublikasikarPT. BPR Indra Candra mencapai nilai komposit 1,91 dengan

laporan keuangan dan non-keuangan sesuai dengaperingkat komposit “Baik”.

ketentuan yang berlaku, vyaitu Laporan Keuangan

Publikasi setiap triwulanan yang disampaikan secaraxXV.5 Kelemahan dan Komitmen

online maupun offline ke OJK. Laporan Keuangan

Publikasi Triwulan 1, 2, 3 terpajang di papan Walaupun secara keseluruhan hasélf assessmenGCG

pengumuman seluruh kantor, sedangkan Laporartahun 2020 tergolong “Baik”, namun dalam pelaksanaannya

Keuangan Publikasi Triwulan 4 dipublikasikan di media masih diperlukan adanya perbaikan dan penyempurnaan atas

massa. Laporan Tahunan telah disampaikan kepada OJKegala kelemahan dan kekurangan yang ditemukan. Sejalan

setiap tahunnya. Transparansi informasi mengenai produkjengan perkembangan usahanya, bank akan tetap

layanan dan/atau penggunaan data nasabah berpedombarkomitmen untuk selalu menerapkan dan menyempurnakan

pada ketentuan OJK. seluruh aspek GCG.

XV.3 Governance Outcome XVI. PENUTUP
Demi penyempurnaan pelaksanaan GCG, kami

1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaamengharapkan bimbingan, pembinaan, dan saran yang
tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS dapersifat konstruktif dari OJK serta Kantor Akuntan Publik
kebijakan strategis bank telah dikomunikasikan kepadaKAP).
seluruh karyawan. Direktur yang membawahi Fungsi
Kepatuhan telah menyampaikan Laporan Penerapan Tata
Kelola kepada OJK, asosiasi BPR dan di situs resmi
perusahaan.

2. Notulen Rapat Manajemen, Rapat Koordinasi Direksi dan
Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan dan
didokumentasikan dengan baik dan jelas.

3. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko memberikan
rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi
manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui
meeting manajemen untuk ditindaklanjuti oleh Direksi.

4. Selama tahun 2020 tidak terdapat benturan kepentingan. Handik Widiarta Fransisca Amelia Mulyadi

5. Bank melakukan berbagai upaya untuk memitigasi dan Komisari¢ Utams Direktur Utame
menurunkan tingkat pelanggaran serta selalu berupaya
membangun budaya kepatuhan dalam setiap pengambilan
keputusan. Selama tahun 2020 tidak terdapat kebijakan
atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan
OJK dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan pokok-
pokok hasil audit internal kepada Direktur Utama dan
Dewan Komisaris. Selama tahun 2020 tidak ditemukan
adanya penyimpangan dalam laporan yang disampaikan.

7. Hasil audit damanagement lettetelah menggambarkan
permasalahan Bank dan pemeriksaan dilakukan secara
independen dan profesional. Bank telah melaporkan hasil
audit KAP kepada OJK.

8. Laporan Profil Risiko telah dilaporkan kepada OJK pada
tanggal 27 Januari 2021 untuk semester kedua tahun 2020
dan tidak ada Laporan Profil Risiko Lainnya. Bank telah
menyampaikan Laporan Produk dan Aktivitas Baru
kepada OJK selama tahun 2020.

9. Selama tahun 2020 Bank tidak melanggar dan/atau
melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK.

10. Rencana Bisnis Bank termasuk perubahan rencana bisnis
sudah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

11.Bank telah menyampaikan laporan tahunan dan laporan
keuangan publikasi secara lengkap dan tepat waktu

Singaraja, 21 Juni 2021
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Penjelasan Umum
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Faktor Penilaian

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR
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*) wajib diisi oleh BPR
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Belum terisi
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Predikat Komposit
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Cetak Hasil Penilaian

PT. BPR INDRA CANDRA

JL. PRAMUKA NO. 10 SINGARAJA
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Rp96,831,987,228

Rp886,301,774,206

D

SEMPURNA
106
0

Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit
Predikat Komposit
Lihat Kertas Kerja
Cetak Laporan

Cetak Hasil Penilaian




LAMPIRAN 1

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

2020 Direksi telah mengikuti pelatihan, pendidikan maupun|

seminar

No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan Skor Penerapan
I. (Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Wajib diisi oleh BPR) 1 SB [Sangat Baik
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 2 B |Baik
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi RUPS dan Surat Keputusan Persetujuan dari OJK
paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi
kepatuhan.
1. 1 3 CB |Cukup Baik
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling
sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Singaraja atau|
2. |yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi 1 tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan lokasi kantor pusat 4 | KB|Kurang Baik
Kantor Pusat BPR. bank
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, . .
3. S 1 . 5 | TB|Tidak Baik
organisasi kemasyarakatan). Perusahaan Non Bank dan/atau Lembaga lain
Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau|
4. |anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. 2 semenda dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ataul
persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; penyedia jasa profesional sebagai konsultan
5 |telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka| 1
waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki|
kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.
6 Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk 1 RUPS dan Persetujuan dari OJK
perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secaral
7 mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. 1 independen dan profesional dan tidak memberikan kuasa umum|
yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa|
batas
Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor Direksi telah menindaklanjuti semua temuan audit dan|
8 ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 2 rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan OJK
9 Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 1 Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat,
terkini dan tepat waktu kepada Dekom
Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak| Setiap pengambilan keputusan rapat manajemen telah dilakukan|
10 [dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting 2 berdasarkan musyawarah mufakat
opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau| Direksi tidak menggunakan Bank untuk kepentingan pribadi,
11 |mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi 1 keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau|
dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. mengurangi keuntungan Bank.
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Anggota Direksi memiliki komitmen dalam melaksanakan|
perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan|
12 jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam 1 pendidikan
pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung| Anggota Direksi telah mengimplementasikan kompetensinyal
13 jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian. 5 dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selama tahun|




Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika

Direksi telah memiliki dan melaksanakan Job Description Direksi

4 kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
15 Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnyal
kepada Pemegang Saham melalui RUPS
16 Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. Direksi telah mengkomunikasikan rencana strategis bank kepadal
seluruh karyawan
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara| Selama tahun 2020 Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak
17 |jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi. 37x (tiga puluh tujuh) kali. Hasil rapat direksi telah dituangkan|
dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik.
Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan Direksi dan karyawan terus meningkatkan pengetahuan,
BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan keahliannya dalam mengelola bank dengan indikator peningkatan|
18 |pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. kinerja bank, mampu melakukan penyelesaian permasalahan yang|
dihadapi bank dan pencapaian hasil sesuai dengan ekspektasi
stakeholder
19 Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada|

(satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

QJK, Asosiasi BPR dan ke website resmi BPR




LAMPIRAN 2

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan Skor Penerapan
11. |Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Wajib diisi oleh BPR) 1 SB [Sangat Baik
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 2 B_[Baik
1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. 1 Berita Acara RUPS, Notulen RUPS dan Surat Keputuan 3 | B |Cukup Baik
* |BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang. Persetujuan dari OJK
2 Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. 1 Memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga)
orang.
Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan
3. |BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan 1 Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. 4 | KB [Kurang Baik
anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
4 Palin.g s'edi‘kit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris be.rlerlnpm tipggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada 1 gflgllf;;i;];ltallal(lsi:]l);l?ffgzlCD:;/;:;(QZE?&;;ZZ:T;E‘;E ‘11(2%1%21{ 5 | TB | Tidak Baik
provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. pusat Bank
Anggota Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) Komisaris
BPR memiliki Komisaris Independen: Independen
a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit
50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari
5 Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan| 1
" |Komisaris Independen.
*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik
(nilai 2)
6 Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. 1 Dewan Komisaris telah memiliki Job Description termasuk
. pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS Seluruh Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai
7 lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. 1 anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS
) lainnya, atau sebagai Direksi atau PE pada BPR, BPRS dan/atau
Bank Umum
Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan
8. |dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. 1 keluarga atau semenda dengan sesama anggota Dewan Komisaris
atau Direksi
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau Anggota Komisaris Independen tidak memiliki hubungan
hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan| keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan
9. |lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 1 keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau
pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan Dewan Komisaris cukup baik melaksanakan pengawasan terhadap
nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat
10 |termasuk prinsip kehati-hatian. 3 kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat
tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip
kehati-hatian.
Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris telah cukup
11 |strategis BPR. 3 baik mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan|

kebijakan strategis BPR.




Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan|
dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-
hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

Dewan Komisaris cukup baik tidak terlibat dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal
penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam)|
ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan
hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam
rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk
menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.

Dewan  Komisaris  telah  memastikan  bahwa  Direksi|
menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan
otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk
menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan
menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota
Dewan Komisaris.

Selama tahun 2020 Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat
sebanyak 4 (empat) kali dan dihadiri seluruh anggota Dewan
Komisaris.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan
mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat
strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau
suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat,
atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang|
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR,
selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk
kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan
atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan/atau
menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan
fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap
laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi
yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak
lanjut Direksi.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk
dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris.

Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam notulen rapat
dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting
opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta
dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.




LAMPIRAN 3

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

No | KTriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan Skor Penerapan
Kelengk: dan Pelak T tau F i Komite (bagi BPR iliki modal inti > Rp 80 mili Wajib diisi oleh BPR
pp, [Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi yang memiliki modal inti > Rp 80 miliar) (Wajib diisi ole] ) I | 5B |Sangat Baik
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 2 B |Baik
Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau
1. |BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. 4 Risiko terdiri dari pihak independen dan komisaris 3 CB |Cukup Baik
independen
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 4 KB |Kurang Baik
Komite Audit luasi apan fungsi audit
2. |Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. 3 in?;‘llll € Audit mefigevaluasi penetapan fungst auct 5 | TB [Tidak Baik
3 Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. 4 Komite Pemantau Risiko mengevaluasi penerapan
) fungsi manajemen risiko
4. |Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efekiif antara lain telah sesuai 4 Komite menjalankan tugasnya sesuai Job
__|dengan pedoman dan tata tertib kerja. Description
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris
untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR. Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan
5. 4 audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada

Dewan Komisaris melalui meeting manajemen
untuk di tindak lanjuti oleh Direksi Bank.




LAMPIRAN 4
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan Skor Penerapan
. (Wajib diisi oleh BPR) .
IV. [Penanganan Benturan Kepentingan 1 SB |Sangat Baik
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 2 B [Baik
BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus Bank sudah memiliki sistem dan prosedur benturan]
dan karyawan BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan .
1. 3 .. X . 3 | CB|Cukup Baik
Rapat. bank termasuk administrasi, dokumentasi dan|
pengungkapan benturan kepentingan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 4 KB |Kurang Baik
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil Selama tahun 2020 tidak terdapat benturan kepentingan
2. |tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan 3 5 | TB|Tidak Baik
kepentingan tersebut.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
3 Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan 3 Selama tahun 2020 tidak terdapat benturan kepentingan.

telah terdokumentasi dengan baik.




LAMPIRAN 5

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan Skor Penerapan
V. |Penerapan Fungsi Kepatuhan (Wajib diisi oleh BPR) 1 SB |Sangat Baik
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 2 B_[Baik
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang Berita Acara RUPS, notulen RUPS dan Surat Keputusan
membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: Persetujuan OJK
a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;
L b. tidak membavyahkan bifiang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan 1 3 CB | Cukup Baik
c. mampu bekerja secara independen.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan| Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan|
5 perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. 1 memahami peraturan Qtorilas Jasa‘ Keuangan dan peraturan| 4 | KB|Kurang Baik
perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk|
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan| Satuan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas (SPPK) yang
kerja atau fungsi operasional. menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja
atau fungsi operasional. : .
3. IBPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): 2 5 | TB |Tidak Baik
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
4 Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan| 1 SPPK telah memiliki Job Description /SOP/Juklak/Memo yang|
pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. menangani fungsi kepatuhan.
BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Bank telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas,
5 Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. 1 wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan
. (SPPK) yang menangani fungsi kepatuhan yang diatur dalam|
Job Description PT. BPR Indra Candra
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah
BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk menetapkan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk]
6 penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya. 2 memastikan bank telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas
Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain|
termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
dan otoritas lainnya.
Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah
7 BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. 5 melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya
kepatuhan bank antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan
ketentuan terkini.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah
komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh
terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa
8 |peraturan perundang-undangan. 2 Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabilal
terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi bank yang
menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan.
Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan,| SPPK yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan|
ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta
9 |Keuangan dan peraturan perundang-undangan. 2 kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-

undangan.




Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau
merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR
agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

SPPK yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu
dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan
kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki
bank sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan|
peraturan perundang-undangan.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

—_
ja

BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.

Bank cukup optimal menurunkan tingkat pelanggaran terhadap
ketentuan, hal ini dapat dilihat dari beberapa kelemahan dan
pelanggaran yang dilakukan bank setelah dilakukan audit dari
pihak Ekstern baik KAP maupun OJK

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang|
membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

SPPK yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan
laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala
kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan
Komisaris yang sudah mendapat persetujuan dari Direktur yang|
Membawahkan Kepatuhan

Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan
apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sampai saat ini tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksil
yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan|
dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan|
Otoritas Jasa Keuangan.




LAMPIRAN 6

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan Skor Penerapan
VI. |Penerapan Fungsi Audit Intern (Wajib diisi oleh BPR) 1 SB [Sangat Baik
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 2 B [Baik
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). melaksanakan audit intern
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): .
1. BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. L 3 | CB|Cukup Baik
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan| SKAI telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem|
mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai .
2. L . L 1 L . 4 | KB |Kurang Baik
perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur|
Utama dan Dewan Komisaris.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja i R
3. kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana). L terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana). 5 | TB|Tidak Baik
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
4. langsung kepada Direktur Utama. I
BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern. Bank belum maksimal memiliki program rekrutmen dan
5. 4 pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi
audit intern.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada Bank telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan
seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan pedoman audit intern yang telah disusun oleh Bank pada seluruh
6. |masyarakat. 2 aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat|
mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Bank telah menggunakan jasa Akuntan Publik dan KAP Indral
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan| Wiguna Marathanu, CPA untuk audit kaji ulang terhadap|
terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. pelaksanaan fungsi audit intern tahun 2017, 2018, 2019 di PT. BPR
7 3 Indra Candra.
*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik
(nilai 2)
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara
audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. memadai dan independen yang mencakup persiapan audit,
8 2 penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil
audit, dan tindak lanjut hasil audit. Selama tahun 2020 kegiatan|
audit telah dilaksanakan.
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan Bank cukup baik melaksanakan peningkatan mutu keterampilan
9 |penerapan fungsi audit intern. 3 sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait]
dengan penerapan fungsi audit intern.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan SKALI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada
10 [laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi 2 Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
yang membawahkan fungsi kepatuhan.
BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada Selama tahun 2020, dalam laporan pelaksanaan dan pokok-pokok]
11 2

penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

hasil audit intern dan laporan khusus tidak ada penyimpangan




BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.

Bank telah menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak]
ekstern kepada OJK

12
#*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik|
(nilai 2)
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Bank telah menyampaikan laporan pengangkatan SKAI yang|
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepadal
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

13 |BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.




LAMPIRAN 7

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan Skor Penerapan
VIIL |Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset > Rp 10 miliar) (Wajib diisi oleh BPR) 1 SB |Sangat Baik
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 2 B [Baik
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan|
kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian|
1. [dimaksud. 1 kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan 3 | CB |Cukup Baik
komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 4 KB [Kurang Baik
2. |Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, PT. BPR Indra|
Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Candra telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS
1 berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan Komite Audit. PT. BPR| 5 TB |Tidak Baik
Indra Candra telah menunjuk KAP Arnaya & Darmayasa untuk|
melaksanakan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan Periode 31
Desember 2020
3. |BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. 1 Bank telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter
kepada Otoritas Jasa Keuangan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
4 |Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan|
BPR oleh KAP yang ditunjuk. 2 permasalahan Bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada
Bank oleh KAP yang ditunjuk.
5 [Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasal 5 Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasal

Keuangan.

Keuangan.




LAMPIRAN 8

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan Skor Penerapan
VIIL |Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Wajib diisi oleh BPR) 1 SB [Sangat Baik
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 2 B |Baik
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): Berdasarkan SK Direksi no. SK-DIR-09/IX/2019 tentang
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; Surat Keputusan Komite Manajemen Risiko efektif 27
September 2019 dan berdasarkan SK Direksi no.
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari 6/SK.DIR/BIC/01/2018 tentang Pengangkatan Manajemen
L Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh nylyar ru!){ah): 3 Risiko 3 | cB|Cukup Baik
BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko. Bank cukup baik memiliki kebijakan Manajemen Risiko, .
2. 3 prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko 4 | KB|Kurang Baik
BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas Bank cukup baik memiliki kebijakan dan prosedur
3. |baru sesuai ketentuan. 3 mengenai pengelolaan risiko pada produk dan aktivitas 5 | TB [Tidak Baik
baru.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Direksi: Direksi cukup baik dalam menyusun kebijakan dan
4 |2 menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan 3 pedoman penerapan Manajemen Risiko dan mengevaluasi
* |b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan
direksi
Dewan Komisaris: Dewan Komisaris menyetujui kebijakan Manajemen Risiko
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan
5. |b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan 3 Manajemen Risiko
c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan
Dewan Komisaris.
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko Bank melakukan proses identifikasi, pengukuran,
yang bersifat material. pemantauan dan pengendalian risiko terhadap 6 (enam)
6. 3 risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko
kepatuhan, risiko likuditas, risiko strategi dan risiko reputasi
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 2 Bank menerapkan sistem pengendalian intern yang
7. menyeluruh
8. |BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3 Bank menerapkan manajemen risiko
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan Bank memiliki sistem informasi yang memadai dan mampu
9. |informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. 2 menyediakan data dan informasi yang lengkap. akurat, kini
dan utuh
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen
10 kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko. 3 risiko pada jenjang organisasi dengan meningkatkan|
kompetensi SDM melalui pelatihan atau sosialisasi
mengenai manajemen risiko
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Laporan Profil Risiko sudah dilaporkan ke OJK pada
11 |ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2 tanggal 27 Januari 2021 untuk semester kedua tahun 2020,
dan tidak ada Laporan Profil Risiko Lain
. BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan 9 Bank telah melaporkan laporan produk dan aktivitas barul

Otoritas Jasa Keuangan.

ke OJK selama tahun 2020.




LAMPIRAN 9

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan Skor Penerapan
IX. |[Batas Maksimum Pemberian Kredit (Wajib diisi oleh BPR) 1 SB |Sangat Baik
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 2 B [Baik
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian Bank telah memiliki prosedur tertulis yang memadai terkait
1 kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai 1 dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, 3 CB |Cukup Baik
" |bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. debitur grup, dan/atau debitur besar sebagai bagian dari N
prosedur perkreditan bank.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 4 KB [Kurang Baik
BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan Bank secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan|
2. |peraturan perundang-undangan. 2 kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan 5 TB | Tidak Baik
peraturan perundang-undangan.
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan| Proses pemberian kredit oleh Bank kepada pihak terkait
Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan
3. 2 Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan|
prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui Laporan pemberian kredit oleh Bank kepada pihak terkait]
BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan| dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui|
4. [Otoritas Jasa Keuangan. 2 BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasal
Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.
5 [BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2 Selama tahun 2020 Bank tidak melanggar dan/atau melampaui

BMPXK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.




LAMPIRAN 10

RENCANA BISNIS BPR
No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan Skor Penerapan
X. |Rencana Bisnis BPR (Wajib diisi oleh BPR) 1 SB |Sangat Baik
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 2 B_[Baik
Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. RBB telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris i
1. 1 . . - 3 | CB|Cukup Baik
sesuai dengan visi dan misi Bank.
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana RBB telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan
penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. rencana tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan Bank| .
2. 2 - . . 4 | KB |Kurang Baik
yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur RBB didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka
yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain . .
3. 2 . .. S 5 | TB|Tidak Baik
sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor,
kebijakan, dan prosedur. .
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
R Bisnis Bank sudah di denga timbangk:
Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: encana Bisnis Bank su 4'1 isusun dengan mempertimbang ar?
. . faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi
a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; .o
4. . R 2 kelangsungan usaha Bank; azas perbankan yang sehat, prinsip
b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan I, . .
" o kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
c. penerapan manajemen risiko.
5 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. 5 Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap
. pelaksanaan rencana bisnis bank.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
6 Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas 1 RBB termasuk perubahan rencana bisnis sudah disampaikan kepada

Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan.




LAMPIRAN 11

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan Skor Penerapan
XI. | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Wajib diisi oleh BPR) 1 SB |Sangat Baik
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 2 B |Baik
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai Bank telah memiliki sistem informasi manajemen yang memadai
sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten .
L ldan utuh. 2 untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. 3 CB | Cukup Baik
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 4 KB |Kurang Baik
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, Bank telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap
informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan
keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi
5 1 pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan 5 | B |Tidak Baik
: disampaikan secara online dan offline ke OJK. Laporan Publikasi
triwulan 1,2,3 dipasang dipapan pengumuman seluruh kantor,
sedangkan Laporan Publikasi triwulan 4 disampaikan melalui
media massa.
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari Bank telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling
akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari
aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada),
3. 2 seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek
pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan
tahunan telah disampaikan kepada OJK setiap tahunnya.
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan Bank telah melaksanakan transparansi informasi mengenai
4 berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. > produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan
: berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas, Bank telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara,
5. |Jasa Keuangan. 1 jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah
mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan
dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara
6. L lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan| Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan
4 penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. 3 laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian

pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
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Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR PT. BPR INDRA CANDRA

Alamat BPR JL. PRAMUKA NO. 10 SINGARAJA
Posisi Laporan DESEMBER, 2020

Modal Inti BPR Rp96,831,987,228

Total Aset BPR Rp886,301,774,206

Bobot BPR D




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B

CB | KB

B

2

3 4

Keterangan

=

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang,| dan
salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur|yang

membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:

\

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan
salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur|yang

membawahkan fungsi kepatuhan.

RUPS dan Surat Keputusan Persetujuan dari OJK

2)

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabl
yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada
yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain
berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada
lokasi Kantor Pusat BPR.

upaten

provin

drovinsi
ang1
S

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Singaraja atau
tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan lokasi kantpr
pusat bank

3)

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada

Bank,

Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik

atau organisasi kemasyarakatan).

Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan padd
Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau Lembaga lain

4)

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubu

keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua

npan

sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

denggn v

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan kelugrga
atau semenda dengan sesama anggota Direksi dan/atay
anggota Dewan Komisaris

5)

Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan daj/atau
penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali
memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang belrsifat
khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutyhkan
adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang|jelas

meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk
dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biay:

dan
perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalaaapihal«

independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek
bersifat khusus dimaksud.

ang

ng

Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ajau
penyedia jasa profesional sebagai konsultan

6)

Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan|dan
Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termjasuk
perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh

RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

RUPS dan Persetujuan dari OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

b x 2

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 6

1.17

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

(S): 50%

0.58




a
n
as dan

nya
ama

Skala Penerapan
No Kriteria/Indikator SB B [ CB| KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5)
1 [Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

7) |Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pecarg Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabn
independen dan tidak memberikan kuasa umum yang da\;)atl secara independen dan profesional dan tidak memberikg
mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa|batas kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tug

wewenang tanpa batas

8) |[Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasj dari Direksi telah menindaklanjuti semua temuan audit dan
Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor infern, v rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan OJK
auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas | Jasa
Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

9) [Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap,
akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan KomisarTs. akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dekom

10) |Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat stﬂategis Setiap pengambilan keputusan rapat manajemen telah
dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, | v
atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumka
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

11) | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, Direksi tidak menggunakan Bank untuk kepentingan prib|
keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan| atau keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atay
mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil mengurangi keuntungan Bank.
dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain
remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS|

12) |Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara Anggota Direksi memiliki komitmen dalam melaksanaka
berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan da
tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait Hidang pendidikan
keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas da
tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jgnjang
organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsgrtaan
pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rgngka
pengembangan kualitas individu.

13) |Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi Anggota Direksi telah mengimplementasikan kompetens
yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tandggung v dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sel
jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengena|i tahun 2020 Direksi telah mengikuti pelatihan, pendidikar]
prinsic kehat-hatian mauput semina

14) | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata|tertib Direksi telah memiliki dan melaksanakan Job Descriptio
kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan Direksi
etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l bx2 cx3 dx4 ex[5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 5 6 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 11
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 8 1.375
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 0.55

(S): 40%




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B [ CB| KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5)
1 [Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

15) |Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasgya Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan
kepada pemegang saham melalui RUPS. tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS

16) |Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh ped avx(/ai Direksi telah mengkomunikasikan rencana strategis ban
mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. kepada seluruh karyawan

17) |Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat| dan Selama tahun 2020 Direksi telah melaksanakan rapat
didokumentasikan dengan baik, termasuk pengung @pan sebanyak 37x (tiga puluh tujuh) kali. Hasil rapat direksi t¢
secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam |rapat dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan
Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi. dengan baik.

18) |Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, | dan Direksi dan karyawan terus meningkatkan pengetahuan,
kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dlalam keahliannya dalam mengelola bank dengan indikator
pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan v peningkatan kinerja bank, mampu melakukan penyelesa
peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahar yang permasalahan yang dihadapi bank dan pencapaian hasil,
dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi dengan ekspektasi stakeholder
stakeholders.

19) | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelolg pada Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Ke|
Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dao 1 pada OJK, Asosiasi BPR dan ke website resmi BPR
(satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keu@angan
sesuai ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl1l bx2 cx3 dx4 ex[5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| 4 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 5 1.2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 0.12
(S): 10% )
Penjumlahan S+ P + H 1.25
Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor |1 0.25

an

sesuai

=3

a



Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B [ CB| KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5)
2 |Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris|

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:Jumlaf Berita Acara RUPS, Notulen RUPS dan Surat Keputuan
anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. Persetujuan dari OJK
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M v
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua)
orang.

2) [Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumleh Memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga)
anggota Direksi sesuai ketentuan. orang.

3) [Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus | Uji Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji
Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat mglalui Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui
RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa japatan RUPS.
anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetgpkan
perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Konjisaris
dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

4) |Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertgmpat Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat
tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pa\(lja tinggal di Singaraja atau kota/kabupaten yang sama dengan
provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat Bank
lokasi Kantor Pusat BPR.

5) [BPR memiliki Komisaris Independen: Anggota Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) Komisaris
a. Untuk BPR dengan modal inti paling sediki Independen
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah andgota
Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikif Y
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan
kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar
rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komigaris
merupakan Komisaris Independen.

6) |Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib erl/a Dewan Komisaris telah memiliki Job Description termasuk
termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

7) |Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggotal Seluruh Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebggai
Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR gtau
lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pa{/da BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau PE pada BPR, BPRS
BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. dan/atau Bank Umum

8) [Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak meniliki Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki
hubungan keluarga atau semenda sampai dengan de(laja hubungan keluarga atau semenda dengan sesama anggota
kedua dengan sesama anggota Dewan Komisari§ atau Dewan Komisaris atau Direksi
Direksi.

9) [Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki Anggota Komisaris Independen tidak memiliki hubungan
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan gaham keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau
dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris Igin,
Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang sgham Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubyingan
pengendali atau hubungan lain yang dapat mempenparuhi lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk
kemampuannya untuk bertindak independen. bertindak independen.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl1l bx2 cx3 dx4 exfp

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| 9 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 9
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 9 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 0.50

(S): 50%




Skala Penerapan
No Kriteria/Indikator SB B [ CB| KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5)
2 |Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris|

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

10) |Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan tefhada Dewan Komisaris cukup baik melaksanakan pengawasah
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberika terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta
nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi v memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberign
atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan keténtuan| rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenyhan
BPR termasuk prinsip kehati-hatian. ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.

11) |Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Konpisaris Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris telgh
mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelak$anaa v cukup baik mengarahkan, memantau dan mengevaluasi
kebijakan strategis BPR. pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

12) |Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan Dewan Komisaris cukup baik tidak terlibat dalam
keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecyali
penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana|diatu dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana
dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian v diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pen?‘{aerian
kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam pergturan kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peratyran
perundangan dalam rangka melaksanakan  fungsi perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengapasan.
pengawasan.

13) |Dewan Komisaris memastikan bahwa Dirgksi Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi
menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau| hasil v pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil
pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan mgminta pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan memint.
Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanju
temuan. temuan.

14) |Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup uyntuk Selama tahun 2020 Dewan Komisaris telah melaksanakan
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara ¢ptimal rapat sebanyak 4 (empat) kali dan dihadiri seluruh anggqta
dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris faling | v Dewan Komisaris.
sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh sel|uruh
anggota Dewan Komisaris.

15) |Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris |yang Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat
bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyaparah strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai v atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawargh
musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan
dengan mencantumkan dissenting opinion jika terglapat mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan
perbedaan pendapat. pendapat.

16) |Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR {intuk Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank unfuk
kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain |yang kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta|tidak v merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidgk
mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi| dari mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank,
BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditet@apkan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
RUPS.

17) | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhgdap
laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab awggbote laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggotd
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang
memerlukan tindak lanjut Direksi. memerlukan tindak lanjut Direksi.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l bx2 cx3 dx4 ex[5

Hasil perkaliar untuk masincmasin¢ Skal: Penerape 1 2 18 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 21
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 8 2.63
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 1.05
(S): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

18) |Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah|rapat Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam nofulen
dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk
dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbgdaan| v dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan
pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewar] pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris. Komisaris.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l bx2 cx3 dx4 ex[5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| 0 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 1 2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 0.20
(S): 10% )
Penjumlahan S+ P + H 1.75
Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor |2 0.22




Skala Penerapan
Kriteria/Indikator SB B [ CB| KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5)

3 |Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau v Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko terd{ri
Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. dari pihak independen dan komisaris independen
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl1l bx2 cx3 dx4 exfp
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| O 0 0 4 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 1 4.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 200
(S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) [Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi v Komite Audit mengevaluasi penerapan fungsi audit inter
audit intern.

3) |[Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap v Komite Pemantau Risiko mengevaluasi penerapan funggi
penerapan fungsi manajemen risiko. manajemen risiko

4) |Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibgntuk Komite menjalankan tugasnya sesuai Job Description
menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesual \Y
dengan pedoman dan tata tertib kerja.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l bx2 cx3 dx4 ex[5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| 0 0 3 8 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 11
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 3 3.67
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 147
(S): 40% )

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

5) |[Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan |audit Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audt
intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan v intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris
Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR. melalui meeting manajemen untuk di tindak lanjuti oleh

Direksi Bank.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl1l bx2 cx3 dx4 exfp
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| O 0 0 4 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 1 4.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 0.40
(S): 10%
Penjumlahan S +P + H 3.87
Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3 0.10




Skala Penerapan

Kriteria/Indikator SB B [ CB| KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5)

Penanganan Benturan Kepentingan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelejsaian Bank sudah memiliki sistem dan prosedur benturan
mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawgn
pengurus dan pegawai BPR termasuk adminigtrasi, v bank termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkiapan
dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan benturan kepentingan.
dimaksud dalam Risalah Rapat.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl1l bx2 cx3 dx4 exfp

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| O 0 3 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 1 3.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 150
(S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Selama tahun 2020 tidak terdapat benturan kepentingan
Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif fidak
mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengtirangi v

keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang
memiliki benturan kepentingan tersebut.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l bx2 cx3 dx4 ex[5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| 0 0 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 1 3.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 1.20
(S): 40% )
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
3) [Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR| atau Selama tahun 2020 tidak terdapat benturan kepentingan
mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap v
keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl1l bx2 cx3 dx4 exfp
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| O 0 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 1 0.30
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 3.00
(S): 10%
Penjumlahan S+ P + H 3.00

Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4 0.30
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Skala Penerapan
No Kriteria/Indikator SB B [ CB| KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5)
5 |Penerapan Fungsi Kepatuhan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR dengan modal inti paling sedikit Berita Acara RUPS, notulen RUPS dan Surat Keputusan
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Persetujuan OJK
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:

a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;

b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpuran
dan penyaluran dana; dan v
c. mampu bekerja secara independen.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00
(lima puluh milyar rupiah) : Anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani
penyaluran dana.

2) |Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhar
memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan pefatural memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perat
perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbal

3) |BPR dengan modal inti paling sediki Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan memb
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Satuan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas (SPPK)
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satud
satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap [satual kerja atau fungsi operasional.
kerja atau fungsi operasional.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 \
(lima puluh milyar rupiah):

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan memunjuk
Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasiopal.

4) |[Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif [ yang SPPK telah memiliki Job Description/SOP/Juklak/Memo
menangani  fungsi  kepatuhan  menyusun  dan/atau yang menangani fungsi kepatuhan.
mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan progedur

5) [BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewepang, Bank telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas,
dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau '>ej3bat wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepat
Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. (SPPK) yang menangani fungsi kepatuhan yang diatur d

Job Description PT. BPR Indra Candra
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl1l bx2 cx3 dx4 exfp
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| 4 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 5 1.20
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 0.60
(S): 50%




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B [ CB| KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5)
5 |Penerapan Fungsi Kepatuhan

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6) [Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah
menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dntuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Oforitas v memastikan bank telah memenuhi seluruh peraturan Otqritas
Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lai Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas [ Jasal termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa
Keuangan dan otoritas lainnya. Keuangan dan otoritas lainnya.

7) |Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah
melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya v melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya
kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan kepatuhan bank antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan
ketentuan terkini. ketentuan terkini.

8) |[Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah
memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap gelurul memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluryih
komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas |Jasa komitmen yang dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa
Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabilg v Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila
terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR [yang terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi bank yang
menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangap dan menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan da
peraturan perundang-undangan. peraturan perundang-undangan.

9) [Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif | yang SPPK yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan
menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa s¢luruh bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur,
kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan v serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan
usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ket¢ntuar] ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. undangan.

10) |Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif | yang SPPK yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reyiu
menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu darn/atau dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempufnaan
merekomendasikan  pengkinian dan  penyempufnaan v kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki
kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki bank sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan flan
oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas| Jasd peraturan perundang-undangan.

Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl1l bx2 cx3 dx4 exfp

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| 0 10 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 10
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 5 2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 0.80
(S): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11) |BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap Bank cukup optimal menurunkan tingkat pelanggaran
ketentuan. terhadap ketentuan, hal ini dapat dilihat dari beberapa

v )
kelemahan dan pelanggaran yang dilakukan bank setelah
dilakukan audit dari pihak Ekstern baik KAP maupun OJ

12) |Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan SPPK yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tarjggund laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala
jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewah
tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota| V Komisaris yang sudah mendapat persetujuan dari Direktur
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan aglalah yang Membawahkan Kepatuhan
Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan
Komisaris

13) [Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepafuhan Sampai saat ini tidak terdapat kebijakan atau keputusan
menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas | Jasa| Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa
Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi v Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain
yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keupngan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
dan/atau peraturan perundang-undangan lain, $esuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl1l bx2 cx3 dx4 exfp

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| O 4 3 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 7
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 3 2.33
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 0.23
(S): 10%

Penjumlahan S + P + H 1.63
Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor |5 0.16
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No Kriteria/Indikator SB B [ CB| KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5)
6 |Penerapan Fungsi Audit Intern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR dengan modal inti paling sediki Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yan
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): melaksanakan audit intern
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 v
(lima puluh milyar rupiah):

BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jgwab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

2) |[SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab SKAI telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja ser|
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auglitor
mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur un\;uk intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah
melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai perfturan disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama
dan Dewan Komisaris.

3) |SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab SKAI independen terhadap satuan kerja operasional (saf
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern indepgnden kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dand
terhadap satuan kerja operasional (satuan Kkerja erkait
dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

4) |[SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utan
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung [jawab
langsung kepada Direktur Utama.

5) [BPR memiliki program rekrutmen dan pengembahgan Bank belum maksimal memiliki program rekrutmen dan
sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit jntern| \Y pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakjan

fungsi audit intern.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l bx2 cx3 dx4 ex/5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| 4 0 0 4 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 5 1.60
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 0.80
(S): 50% )

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6) [BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dgngan Bank telah menerapkan fungsi audit intern sesuai denga|
ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun olelh BPR ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh
pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara lanhgsung v pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara lan
diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank da
masyarakat. masyarakat.

7) |BPR dengan modal inti paling sediki Bank telah menggunakan jasa Akuntan Publik dan KAP
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiajt Wiguna Marathanu, CPA untuk audit kaji ulang terhadap
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji pulang pelaksanaan fungsi audit intern tahun 2017, 2018, 2019
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun |atas v BPR Indra Candra.
kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit|intern
dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang muyngkin
dilakukan

8) [Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksahakan Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksaTkan
secara memadai dan independen yang mencakup pefsiapap secara memadai dan independen yang mencakup persigp
audit, penyusunan program audit, pelaksanaan faudit,| Vv audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit,
pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. Selan

tahun 2020 kegiatan audit telah dilaksanakan.

9) |[BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan spmber Bank cukup baik melaksanakan peningkatan mutu
daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait \ keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan
dengan penerapan fungsi audit intern. berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit inte
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l bx2 cx3 dx4 ex[5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| 0 4 6 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 10
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 4 2.50
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 1.00

(S): 40%




Skala Penerapan
Kriteria/Indikator SB B [ CB| KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5)
6 |Penerapan Fungsi Audit Intern

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10) |SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit infern
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern elah kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada v
Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan
kepada anggota Direksi yang membawahkan flingsi
Kepatuhan.

11) |BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok- Selama tahun 2020, dalam laporan pelaksanaan dan pokok-
pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabild ada pokok hasil audit intern dan laporan khusus tidak ada
penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan pesual v penyimpangan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

12) |BPR dengan modal inti paling sediki Bank telah menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pgihak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) ekstern kepada OJK
BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak v
ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai kefentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

13) |BPR dengan modal inti paling sediki Bank telah menyampaikan laporan pengangkatan SKAIlyang
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiatr) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
BPR menyampaikan laporan  pengangkatan |atau kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keupngan Keuangan.
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,p0 Vv

(lima puluh milyar rupiah) :

BPR menyampaikan laporan  pengangkatan |atau

pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung Jawab

terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Oforitas

Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangdan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl1l bx2 cx3 dx4 exfp

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| 1 4 3 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 4 2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 0.20
(S): 10%

Penjumlahan S+ P + H 2.00
Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor [6 0.20
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No Kriteria/Indikator SB B [ CB| KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5)
7 |Penerapan Fungsi Audit Ektern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Ak
Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legdlitas Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas
perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesjonel perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional
akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas |Jasa akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa
Keuangan dengan KAP dimaksud. Keuangan dengan KAP dimaksud.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l bx2 cx3 dx4 ex[5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| 1 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 1 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 0.50
(S): 50% )

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR,| BPR Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, PT. B
menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdafta) di Indra Candra telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP f
Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUP terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh
berdasarkan usulan Dewan Komisaris. v persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisarig dan

Komite Audit. PT. BPR Indra Candra telah menunjuk KA
Arnaya & Darmayasa untuk melaksanakan Pemeriksaan
Laporan Keuangan Tahunan Periode 31 Desember 202(

3) |[BPR telah melaporkan hasil audit KAP ditanagement v Bank telah melaporkan hasil audit KAP dan Managemen
Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl1l bx2 cx3 dx4 exfp
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| 2 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 2 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 0.40
(S): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4) [Hasil audit darManagement Lettetelah menggambarkpn Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkg
permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat |wakty Vv permasalahan Bank dan disampaikan secara tepat waktl
kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. kepada Bank oleh KAP yang ditunjuk.

5) [Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan fuang Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan Otor|
lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas| Vv Jasa Keuangan.

Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl1l bx2 cx3 dx4 exfp

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| O 4 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 2 2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 0.20
(S): 10%

Penjumlahan S + P + H 1.10
Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor [7 0.03
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Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalig

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sediki
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko
satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti paling sediki

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan

kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh mily
rupiah):
BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;

dan

ar

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,
(lima puluh milyar rupiah):
BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif

bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen|

Risiko.

DO

yang

Berdasarkan SK Direksi no. SK-DIR-09/IX/2019 tentang
Surat Keputusan Komite Manajemen Risiko efektif 27
September 2019 dan berdasarkan SK Direksi no.
6/SK.DIR/BIC/01/2018 tentang Pengangkatan Manajeme
Risiko

2)

BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosg
Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.

dur

Bank cukup baik memiliki kebijakan Manajemen Risiko,
prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko

3)

BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara te
mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada prody
aktivitas baru sesuai ketentuan.

tulis
k dan

Bank cukup baik memiliki kebijakan dan prosedur menge
pengelolaan risiko pada produk dan aktivitas baru.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

(S): 3

3.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kq

lola

(S): 50%

1.50

=

nai



Skala Penerapan

man

o

tauan
siko

Py

S

men

enai

ygal
tidak

u ke

No Kriteria/Indikator SB B [ CB| KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5)
8 |Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalign

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4) |Direksi: Direksi cukup baik dalam menyusun kebijakan dan pedo
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajeme penerapan Manajemen Risiko dan mengevaluasi serta
Risiko secara tertulis, dan v memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan difeksi
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi |yang
memerlukan persetujuan Direksi.

5) |Dewan Komisaris : Dewan Komisaris menyetujui kebijakan Manajemen Risi
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan
Risiko, Manajemen Risiko
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas v
pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan
c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksilyang
berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujupn
Dewan Komisaris.

6) [BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, Bank melakukan proses identifikasi, pengukuran, peman
pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap sgluruh v dan pengendalian risiko terhadap 6 (enam) risiko yaitu ri
faktor Risiko yang bersifat material. kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuditag

risiko strategi dan risiko reputasi

7) |BPR menerapkan sistem pengendalian intern |yang v Bank menerapkan sistem pengendalian intern yang
menyeluruh. menyeluruh

8) [BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risikq yang v Bank menerapkan manajemen risiko
diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

9) [BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem Bank memiliki sistem informasi yang memadai dan mam
informasi manajemen yang mampu menyediakan datp dan| Vv menyediakan data dan informasi yang lengkap. akurat, K
informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. dan utuh

10) | Direksi telah melakukan pengembangan budaya mangjemen Direksi telah melakukan pengembangan budaya manaje
risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan v risiko pada jenjang organisasi dengan meningkatkan
kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan danfatau kompetensi SDM melalui pelatihan atau sosialisasi men
sosialisasi mengenai manajemen risiko. manajemen risiko
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl1l bx2 cx3 dx4 exfp
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| O 4 15 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 19
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 7 2.71
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 1.09
(S): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11) |BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko Jain Laporan Profil Risiko sudah dilaporkan ke OJK pada tan
(ika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keugngan| v 27 Januari 2021 untuk semester kedua tahun 2020, dary
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. ada Laporan Profil Risiko Lain

12) |BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru |yang Bank telah melaporkan laporan produk dan aktivitas ban
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuap Vv OJK selama tahun 2020.

Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl1l bx2 cx3 dx4 exfp

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| O 4 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 2 2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 0.20
(S): 10%

Penjumlahan S + P + H 2.79
Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor |8 0.28




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B [ CB| KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5)
9 |Batas Maksimum Pemberian Kredit

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur teftulis Bank telah memiliki prosedur tertulis yang memadai terkait
yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak
kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau dd biRyr terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar sebagai bagfan
besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya dari prosedur perkreditan bank.
sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kelbijakan
perkredita BPR
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l bx2 cx3 dx4 ex[5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| 1 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 1 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 0.50
(S): 50% )

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan Bank secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan
kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesupikan| v kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan. r dengan peraturan perundang-undangan.

3) [Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait Proses pemberian kredit oleh Bank kepada pihak terkait
dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ket¢ntuan dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentian
Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhptikan| v Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan
prinsip  kehati-hatian maupun peraturan perundang- prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undahgan.
undangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l bx2 cx3 dx4 ex[5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| 0 4 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 2 2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 0.80
(S): 40% )

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4) |Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait Laporan pemberian kredit oleh Bank kepada pihak terkait
dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau
melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada| Vv melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada
Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat wakty sesugi Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu spsuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5) |[BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK spsuai v Selama tahun 2020 Bank tidak melanggar dan/atau
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuarjgan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl1l bx2 cx3 dx4 exfp
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| O 4 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 2 2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 0.20
(S): 10%

Penjumlahan S + P + H 1.50
Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor [9 0.11




Skala Penerapan
Kriteria/Indikator SB B [ CB| KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5)

Rencana Bisnis BPR

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetg}'ui RBB telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewal
oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. Komisaris sesuai dengan visi dan misi Bank.

2) |[Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana stfategig RBB telah menggambarkan rencana strategis jangka papjang
jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencang v dan rencana tahunan termasuk rencana penyelesaian
penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan permasalahan Bank yang signifikan dengan cakupan sesuai
cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

3) [Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang RBB didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam
saham dalam rangka memperkuat permodalan| dan rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang
infrastruktur yang memadai antara lain sumber [daya | Vv memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi
manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. .
dan prosedur.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl1l bx2 cx3 dx4 exfp

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| 1 4 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 3 1.67
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 0.83
(S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4) |Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkgn Rencana Bisnis Bank sudah disusun dengan
paling sedikit: mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat
a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengarghi v mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; azas perbankan
kelangsungan usaha BPR; yang sehat, prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen
b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian| dan risiko.

C. penerapan manajemen risiko.

5) |[Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap v Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan rencana bisnis BPR. pelaksanaan rencana bisnis bank.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l bx2 cx3 dx4 ex/5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| 0 4 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 2 2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 0.80
(S): 40% )

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) |

6) |[Rencana bisnis termasuk perubahan rencana |bisnis RBB termasuk perubahan rencana bisnis sudah disampaikan
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan §esuai kepada Otoritas Jasa Keuangan.
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl1l bx2 cx3 dx4 exfp

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| 1 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 1 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 0.10
(S): 10%

Penjumlahan S + P + H 1.73

Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10 0.13




Skala Penerapan

Kriteria/Indikator SB B [ CB| KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5)

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non kefiangan Bank telah memiliki sistem informasi manajemen yang
yang didukung oleh sistem informasi manajemen lang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manysia
memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia Vv yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkdp,
yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
akurat, kini, dan utuh.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l bx2 cx3 dx4 ex[5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| 0 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 1 2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 1.00
(S): 50% )

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) [BPR menyusun laporan keuangan publikasi getiap Bank telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap|
triwulanan dengan materi paling sedikit memuat lagoran triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan
keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus| dan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan
komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritgds \]/asa komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan. Keuangan dan disampaikan secara online dan offline ke|OJK.

Laporan Publikasi triwulan 1,2,3 dipasang dipapan
pengumuman seluruh kantor, sedangkan Laporan Publikasi
triwulan 4 disampaikan melalui media massa.

3) |BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit Bank telah menyusun laporan tahunan dengan materi pgling
memuat informasi umum, laporan keuangan, opini|dari sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opiri
akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (gpabilal dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR|
ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta geluruh v (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi,|serta
aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas| Jasg seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas PJasa
Keuangan. Keuangan. Laporan tahunan telah disampaikan kepada QJK

setiap tahunnya.

4) [BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai pfoduk,| Bank telah melaksanakan transparansi informasi mengepai

layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR flenga

=

produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR

berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai kdtentugn v dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara seguai
Otoritas Jasa Keuangan. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5) [BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tatq cara,| Bank telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tgta
jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentwan cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam keteptuan
Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl1l bx2 cx3 dx4 exfp

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| 2 4 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 4 1.50
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 0.60
(S): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6) [Laporan tahunan dan laporan keuangan pubjikasi Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah
ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Dfreksi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direkpi
dengan mencantumkan nama secara jelas serta disan pa\ilka1 dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan
secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas| Jasq secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa
Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Oforitas Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otofitas
Jasa Keuangan. Jasa Keuangan.

7) |Laporan penanganan pengaduan dan penyelpsaiar Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan,
pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak |lanjut v dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dant
pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan| sesuai penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai keteptuan
ketentuan secara tepat waktu. secara tepat waktu.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl1l bx2 cx3 dx4 exfp

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan| 1 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan|(S): 2 1.50
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 0.15
(S): 10%

Penjumlahan S + P + H 1.75

Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11 0.13




Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor 0.25 0.2p 0.10 0[{30 0.16 0.2 0.03 0j28 0.11 0.1 0.13 1/91
Predikat Komposit Baik
Kesimpulan
A GOVERNANCE STRUCTURE
Struktur Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR In@andra telah memenuhi ketentuan yang berlaku daman untuk melaksanakan tugas
1. dan tanggung jawabnya. Kecukupan struktur meliputilah anggota, komposisi, domisili, rangkap jabatmdependensi terkait hubungan
keuangan dan keluarga, serta integritas dan komgigtang sesuai dengan kompleksitas Bank.
2 Bank memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Résiyang terdiri dari Komisaris Independen dan Pilmalependen, dimana pemenuhan
’ Pihak Independen yang masih kurang lengkap
3 Bank cukup maksimal memiliki sistem dan prosedantiran kepentingan yang mengikat setiap penganigaryawan bank.
4 Bank telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Furgspatuhan. Pelaksanaan fungsi kepatuhan jugkuttiten oleh Satuan Pengawasan|dan
Pengendalian Kualitas (SPPK) yang independen tefhsatuan kerja atau fungsi operasional.
SKAI telah mendukung terlaksananya independenst audrnal dan menyusun panduan audit internagjysetara periodik dikaji dan dikinikian
5 agar fungsi audit dapat terlaksana dengan baik.|SKBagai pelaksana audit internal telah berusamaga independensinya melalui pemisghan
tugas dan tanggung jawabnya dengan kegiatan opeaaiank.
6 KAP sebagai pelaksana audit eksternal mempunyidifikasi yang baik dan telah terdaftar sesuai dengeraturan Otoritas Jasa Keuangan.
7 Pemenuhan pejabat eksekutif untuk melaksanakaergyean manajemen risiko masih terus diupayakan bank
8 Bank telah memiliki prosedur tertulis yang memadekait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepatak terkait, debitur grup, dan/gtau
debitur besar sebagai bagian dari Prosedur Pet&nedi
9 Rencana strategis bank telah dituangkan dalam Rarigianis Bank dimana penyusunan rencana strategasbut sudah sejalan dengan visifdan
misi bank dan telah mendapat persetujuan oleh Dé&wamisaris serta didukung sepenuhnya oleh PemeBahgm.
Bank telah memiliki acuan kerja yang jelas dalanmyaenpaikan informasi kondisi keuangan dan non kgamaninformasi yang tersedia akuirat
dan tepat waktu dengan didukung oleh sistem infsimmnajemen dan sumber daya manusia yang kompekémgga memungkinkan bank
10 menjalankan prinsip GCG dengan lebih konsistenyf®@man Laporan Keuangan Tahunan, Publikasi seqp@ran Pelaksanaan GCG sefara
periodik telah dilakukan dengan baik untuk memastibank dalam melaksanakan kegiatan usahanya liefpedoman pada prinsip-prinsip
GCG.
B. GOVERNANCE PROCESS
Dewan Komisaris telah cukup baik melaksanakan peaggn terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungsanatmemberikan nasihat keppda
Direksi; mengarahkan, memantau dan mengevaluaskgmiaan kebijakan strategis bank, ketidakterliba@am operasional kecuali yang
1 diperbolehkan sesuai peraturan, kecukupan rapagapebilan keputusan yang independen, kecukuparraapdan keterbukaan informasi,
kecukupan kebijakan dan prosedur, serta memasbkaaksi menindaklanjuti temuan audit intern, audidJK dan otoritas lainnya. Dewan
Komisaris cukup dibantu oleh Komite Audit yang mevajuasi penerapan fungsi audit intern dan Komimdhtau Risiko yang mengevalyasi
penerapan fungsi manajemen risiko.
Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjay@abesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuanbgtaku serta sesuai dengjaob)
2 description secara independen dan efisien, termasuk dalankspelaan prinsip-prinsip GCG, menindaklanjuti serhasil temuan audit dan
merekomendasikan hasil dari audit intern, auditezk dan OJK melalui Rapat Manajemen.
3 Selama tahun 2020 tidak terdapat benturan kepamting
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telahupaya membentuk budaya kepatuhan dengan melatuars Pengawasan dan
4 Pengendalian Kualitas (SPPK) yang menangani kepataimtara lain melalui sosialisasi dan pelatihatertuan terkini, melakukamview
dan/atau merekomendasikan dan penyempurnaan kahjjeétentuan, sistem maupun prosedur yang dirbiéikk sesuai dengan ketentuan PJK
dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Selama tahun 2020, SKAI telah melaksanakan kegiat@iit berdasarkan pedoman audit yang dibuat. atalan fungsi audit dilaksanakan
5 secara memadai dan independen yang mencakup persiagit, penyusunan program audit, pelaksanadn pethporan hasil audit, dan tindak
lanjut hasil audit.
6 Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan bankBPR.Indra Candra telah menunjuk Akuntan Publik &AK#esuai usulan Dewan Komisaris
dan Komite Audit serta memperoleh persetujuan RideBbank telah melaporkan hasil audit KAP deamagement lettekepada OJK.
7 Direksi cukup baik dalam menyusun kebijakan danopeh penerapan manajemen risiko serta melakukagep#rangan budaya manajemen
risiko pada jenjang organisasi dengan meningkdikampetensi SDM melalui pelatihan atau sosialisasigenai manajemen risiko.
8 Proses pemberian kredit oleh bank kepada pihalaitedlen atau pemberian kredit besar telah memeketeintuan OJK tentang BMPK dan
memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peratpesundang-undangan lainnya.
Rencana BisnisBank telah disusun dengan mempeahdtktor eksternal dan internal yang dapat mengrehgkelangsungan usaha baskag
9 perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian darerppan manajemen risiko. Dewan Komisaris telah keatekan pengawasan terhgdap
pelaksanaan rencana bisnis bank.
Bank telah menyusun dan menyajikan laporan keuadgamon keuangan serta mempublikasikan infornesahgan dan non keuangan sg¢suai
ketentuan yang berlaku, yaitu Laporan Keuanganilasblsetiap triwulanan disampaikan seaaniine danoffline ke OJK. Laporan Keuang@an
10 Publikasi Triwulan 1,2,3 dipasang dipapan pengunmuseluruh kantor, sedangkan Laporan Keuangan Rwblikiiwulan 4 disampaikan ke

media massa, Laporan Tahunan telah disampaikard&ePdK setiap tahunnya. Transparansi informasi evaigproduk, layanan dan atau

penggunaan data nasabah bank berpedoman sesuai&et®©JK.

GOVERNANCE OUTCOME




Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanagastya kepada Pemegang Saham melalui RUPS damKesbistrategis bank tetlh

ta

an

JK

Ba

ng

1 dikomunikasikan kepada seluruh karyawan. Direktand Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyampai&poran Penerapan T
Kelola pada OJK, Asosiasi BPR dandi situsn resmigahaan.

2 Notulen Rapat Manajemen, Rapat Koordiansi Direksi Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan dehgandan sudah didokumentasi
dengan baik dan jelas.

3 Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko memberikakomendasi terkait penerapan audit intern dansiumgnajemen risiko kepada De
Komisaris melalui meeting manajemen untuk ditineakdti oleh Direksi.

4 Selama tahun 2020 tidak terdapat benturan kepamting
Bank melakukan berbagai upaya untuk memitigasi denurunkan tingkat pelanggaran serta selalu besupsmbangun budaya kepatuhan

5 dalam setiap pengambilan keputusan. Selama tal2 t&fak terdapat kebijakan atau keputusan Dingésg menyimpang dari peraturan
dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6 SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan pokidotp hasil audit internal kepada Direktur Utama d@wan Komisaris. Dan selafna
tahun 2020 tidak ditemukan adanya penyimpangamdalporan yang disampaikan oleh SKALI.

7 Hasil audit danmanagement lettetelah menggambarkan permasalahan bank dan peeaserikiiakukan secara independen dan profesionak|
telah melaporkan hasil audit KAP kepada OJK.
Laporan Profil Risiko sudah dilaporkan ke OJK péaleggal 27 Januari 2021 untuk semester kedua 2026 dan tidak ada Laporan Prpfil

8 Risiko Lainnya. Bank telah melaporkan Laporan Pkadkn Aktivitas Baru kepada OJK selama tahun 2020.

9 Selama tahun 2020 bank tidak melanggar dan/ataanmpelui BMPK sesuai ketentuan OJK.

10 Rencana Bisnis Bank termasuk perubahan rencania bisah disampaikan kepada OJK sesuai ketentu@n OJ
Bank telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunahatzoran Keuangan Publikasi secara lengkap dau vegktu kepada pihak-pihak y3g

11 berkepentingan. Selain itu bank juga telah melsgofenanganan pengaduan dan penyelesaian pengeplaiwaktu sesuai ketentuan OJK ptau

otoritas lainnya.




Bobot BPR
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Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Peraan Manajemen Risiko

Jumiah Pert Penilaian Process (P) Penilah Outcome (H)
umlal ‘ertanyaan
Faktor Tata 4 Nilai Structure (S) Jumlah | Bobot Nilai Process (P) Jumdh | Bobot Nilai Outcome (H) Jumlah | Bobot Jumiah Nilai SPO | Nilai akhir
Kelola per Faktor Faktor
P H 2| 3| 4| 5 50% 2| 3| 4 40% 2 3 4 5 10%
8 5 1 olol o 6 0 3] o] o 8 0 0 0 5 0 0 22%
Nilai Awal 2ol o o 7 0 6] o] o 11 0 0 0 6 0 0 0
| Rata-rata | 1.17 138 0.55 1.20 0.12 1.25 0.28
8 1 0 0 0 0 9 | o] 1 6 0 8 0 0 0 1 0 0 13.89
Nilai Awal ool o o 9 0 2| 18] o 21 0 0 0| 2 0 0 0
| Rata-rata | 1.00 2.63 1.05 2.00 0.20 175 0.24
3 1 0 0 1 0 1 | o] 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2.78%]
Nilai Awal ool 4] o 4 0 o] 3] 8 11 0 4 0 4 0 0 0
| Rata-rata | 4.00 3.67 147 4.00 0.40 3.87 0.11
1 1 0 1 0 0 1 | o] 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 11.11
Nilai Awal o[ 3o o 3 0 o]l 3] o 3 0 0 0 3 0 0 0
| Rata-rata | 3.00 3.00 120 3.00 0.30 3.00 0.33
5 3 1 0 0 0 5 | o | 5 0 0 5 0 0 0 3 0 0 11.11
Nilai Awal 2 oo o 6 0 0] o o 10 0 0 0| 7 0 0 0
| Rata-rata | 1.20 2.00 0.80 2.33 0.23 1.63 0.18
4 4 0 0 1 0 5 | o | 2 2 0 4 0 0 0 4 0 0 11.11
Nilai Awal ool 4] o 8 0 4] 6] o 10 0 0 0 8 0 0 0
| Rata-rata | 1.60 2.50 1.00 2.00 0.20 2.00 0.22
2 2 0 0 0 0 1| o] 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2.78%]
Nilai Awal ol oo o 1 0 ol o] o 2 0 0 0 4 0 0 0
| Rata-rata | 1.00 1.00 0.40 2.00 0.20 1.10 0.03
7 2 0 0 0 0 o [ o] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Nilai Awal o[ oo o 0 0 o] o] o 0 0 0 0 0 0 0 0
| Rata-rata | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2 0 0 0 0 1| o] 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 8.33%]
Nilai Awal 0ol oo o 1 0 4] o] o 4 0 0 0 4 0 0 0
| Rata-rata | 1.00 2.00 0.80 2.00 0.20 1.50 0.13
2 1 2 0 0 0 3 | o | 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 8.33%]
Nilai Awal 4ol o] o 5 0 4] o] o 4 0 0 0 1 0 0 0
| Rata-rata | 1.67 2.00 0.80 1.00 0.10 173 0.14
4 2 1 0 0 0 1 | o] 2 0 0 4 0 0 0 2 0 0 8.33%]
Nilai Awal 2ol o o 2 0 4] o] o 6 0 0 0 3 0 0 0
| Rata-rata | 2.00 1.50 0.60 1.50 0.15 175 0.15
[ [
Nilai Komposit 1.81

Predikat Komposit




Bobot BPR D

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Jumiah Pert Penilaian Process (P) Penilaian Outcome (H)
lumial 'ertanyaan ilai ilai il
Faktor Tata Kelola v Nilai Structure (S) Jumlah | Bobot Nilai Process (P) Jumlah | Bobot Nilai Outcome (H) Jumlah | Bobot | Jumiah NilaiSPO | Nilai akhir
per Faktor Faktor
2 (3]|4a]|s 50% 2| 3| 4a]|s 40% 2 3 a 5 10%
1 [oJo]o 6 0 3 ofofo 8 0 1 [ 0 [ 5 0 0 20%
Nilai Awal 2 oo o 7 0 6 0] oo 11 [ 2 [ 0 [ 6 0 [ [
[ Ratarata | | 117 H 138 | 055 1.20 012 125 025
[ o | o 0 9 | o | 1 6 o | o 8 0 1 0 0 0 1 0 0 12.50%
Nilai Awal o lolofo 9 0 2 (18] 00 21 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Rata-rata | | 1.00 2.63 1.05 2.00 0.20 175 0.22
o ol 1] o 1 [ o[ 1] 210 3 [ [ [ 1 [ 1 [ [ 2.50%
Nilai Awal o [o|ao 4 0 0o [ 3] 8o 11 [ [ 0 4 0 4 [ [ [
| Rata-rata | | 4.00 3.67 147 4.00 0.40 3.87 0.10
ol 1]ofo 1 0 o[ 1]o0fo 1 [ 0 1 0 [ 1 [ [ 10.00%
Nilai Awal 0o 3o o 3 0 0o [ 3]o0o]o 3 0 0 3 [ [ 3 0 [ [
| Rata-rata | | 3.00 3.00 1.20 3.00 030 3.00 0.30
1 oo o 5 [ 5 0] o0]o 5 [ 2 1 [ [ 3 [ [ 10.00%
Nilai Awal 2 ool o 6 0 10 o0o|o]fo 10 0 4 3 0 0 7 0 0 0
Rata-rata | | 1.20 2.00 0.80 233 0.23 1.63 0.16
o ol 1] o 5 [ 2 2] o0]o 4 [ 2 1 [ [ 4 [ [ 10.00%
Nilai Awal o [o|ao B 0 4 600 10 [ 4 3 [ 0 8 [ [ [
| Rata-rata | | 1.60 2.50 1.00 2.00 020 2.00 0.20
o lolofo 1 0 o[ ofofo 2 [ 2 [ 0 [ 2 0 [ 2.50%
Nilai Awal 0o ool o 1 0 o[ o]o]o 2 0 4 [ [ [ 4 0 0 [
| Rata-rata | | 1.00 1.00 0.40 2.00 0.20 1.10 0.03
0o [ 3o o 3 [ 2 [ 5] 0o 7 [ 2 [ [ [ 2 [ [ 10%
Nilai Awal 0o lolofo 9 0 4 [15] 00 19 0 4 0 0 0 4 0 0 0
Rata-rata | | 3.00 2.71 1.09 2.00 0.20 2.79 0.28
o ool o 1 [ 2 o] o]o 2 [ 2 [ [ [ 2 [ [ 7.50%
Nilai Awal o oo o 1 0 4 0] oo 4 [ 4 0 [ 0 4 0 [ 0
| Rata-rata | | 1.00 2.00 0.80 2.00 020 1.50 011
2 ool o 3 0 2 {o]ofo 2 0 [ [ 0 [ 1 0 [ 7.50%
Nilai Awal 4 ool o 5 0 4 o] o]o 4 0 0 [ [ [ 1 0 0 [
| Rata-rata | | 1.67 2.00 0.80 1.00 010 173 013
1 oo o 1 [ 2 0] 0o 4 [ 1 [ [ [ 2 [ [ 7.50%
Nilai Awal 2 ool o 2 0 4 ol oo 6 0 2 0 0 0 3 0 0 0
Rata-rata | | 2.00 1.50 0.60 1.50 0.15 175 0.13
Nilai Komposit 1.91
| Predikat Komposit Baik




